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INTISARI
HARYONO , nomor pokok E121 11 009, Program Studi Ilmu Pemerintahan
jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin. Analisis pengelolaan pajak rumah kos di Kota Palopo. (Dibimbing oleh
DR.Andi.Muh Rusli, M,Si dan Rahmatullah, S.IP, M,Si)
Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme
pengelolaan pajak rumah kos di kota palopo ; (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa
yang menghambat dan mendukung pengelolaan pajak rumah kos di Kota Palopo.
Penelitian ini berlangsung kurang lebih 2 bulan dan berlokasi di Kota Palopo.
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah Observasi dan Wawancara
langsung. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan
menggunakan teknik pengumpulan  data studi kepustakaan dengan membaca buku,
majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati
secara langsung objek yang di teliti serta interview dan wawancara mendalam  dengan
menggunakan pedoman wawancara
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) mekanisme pengelolaan pajak hotel
kategori rumah kos hanya berpedoman  kepada aturan UU dan peraturan daerah di
Kota Palopo dan penentuan subjek pajak (pengguna rumah kos), wajib pajak (pemilik
rumah kos), objek pajak (rumah kos) serta tariff pajak yang dikenakan sebesar 10 %
dari pendapatan bersih (2) faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak rumah kos
yaitu masih adanya wajib pajak yang belum terdaftar, pemahaman wajib pajak yang
masih kurang tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengenaan
pajak rumah kos yang di atas 10 kamar, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak.
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ABSTRACT
Haryono, serial number E121 11 009, Department of Political Science Department of
Government Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of
Hasanuddin. Participatory Planning System in Regional Development in Palopo.
(Supervised by DR.A.Muh Rusli M.Si and Rahmatullah,S.IP, M.Si)
The aim of this study were: (1) to know and analyzing the mechanisms tax management
house in the city palopocost ; (2) to know the factors what hamper and support
management of the tax home in city palopo cost.
The study lasted approximately two months and is located in Palopo. Data collection
techniques used are direct observation and interviews. This type of research is
descriptive type using literature study data collection techniques by reading books,
magazines, newspapers, documents, legislation and other information media that has to
do with the problem under study, and observation of directly observing the object which
in thorough and in-depth interviews and interviews using an interview guidel.
The results showed that: (1) management mechanisms hotel tax category boarding
house is only guided by the rule of law and labor law in Palopo and determination
subject to tax (the boarding house), the taxpayer (the owner of the boarding house), the
object of taxation (boarding houses) as well as the tax rates imposed by 10% of net
income (2) factors that affect the management of tax boarding house that is still the
taxpayers who are not registered, the understanding of taxpayers still less about the
laws that apply in the taxation of boarding houses over 10 rooms, and the lack of
awareness and taxpayer compliance in paying taxes.
1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup,
kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan
tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus
merata di seluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas adanya pembangunan
daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional.
Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu
dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak.
Pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang
dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai
dari pendapatan pajak. Oleh sebab itu dari tahun ke tahun, pemerintah terus
berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Guna mendukung tujuan
tersebut perlu adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai
sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam
pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total
penerimaan merupakan indikasi “Derajat Kemandirian” keuangan suatu
pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan
2dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan banyak
kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD.
Pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah dan retribusi
daerah. Kita tahu bahwa Pajak daerah digolongkan dua kategori menurut
tingkat pemerintahan daerah yaitu : pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota
madya sesuai dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan peraturan diatas untuk
meningkatkan Pajak dan Retribusi suatu daerah maka dibutuhkan kreatifitas
oleh pemerintahan daerah untuk membuat suatu kebijakan berupa Perda
(peraturan daerah) maupun Perwalkot (peraturan walikota), oleh sebab itu
pemerintah daerah beserta DPRD Kota Palopo membuat suatu produk
hukum daerah yaitu  Perda No 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan
Peraturan walikota no 27 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan
pemungutan pajak hotel.
Berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undang yang  dimaksud
dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan bagi sebesar-besarnya untuk  kemakmuran rakyat.
Sedangkan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
3hotel. Hotel adalah adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
motel, losmen, gubuk pariwisata,wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah dengan jumlah kamar lebih dari
(Sepuluh) diatur peraturan daerah No. 2 tahun 2011 tentang pajak daerah
pasal (1) angka 10 dan peraturan walikota palaopo No. 27 tahun 2011 pasal
(1) angka 11.
Kota Palopo yang berada pada jalur Trans Sulawesi memiliki sarana
dan infrastruktur yang cukup baik dengan wilayah kecamatan maupun
kelurahan dalam wilayah kota dapat dijangkau melalui sarana jalan yang
kondisinya terbilang baik, selain itu . adanya beberapa universitas negeri
maupun swasta, rumah sakit, serta pabrik-pabrik yang berdiri di daerah
Palopo menyebabkan banyaknya rumah kos yang didirikan di sekitar
kawasan tersebut. Hal ini tentu membawa permasalahan tersendiri pada
tempat tinggal yang diperlukan. Banyaknya pengusaha maupun penduduk
asli di Palopo memanfaatkan situasi ini sebagai sebuah peluang usaha
rumah kos, rumah kontrakan, penginapan atau hotel. Rumah kos di Kota
Palopo berada di kecamatan wara, serta berbagai daerah lainnya yang
menjadi tempat hunian yang paling diminati untuk warga pendatang yang
bekerja dan belajar di kota ini.
Lahan bisnis kos-kosan ini tidak hanya dilirik oleh penduduk setempat
tetapi juga menjanjikan bagi para investor yang berasal dari luar Kota Palopo
4untuk berinvestasi di kota ini. Dapat dilihat keuntungannya bagi Pemerintah
daerah setempat bahwa hal ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan di
daerah. Namun hasil penelusuran awal penulis menunjukkan bahwa pemilik
rumah kos enggan memenuhi kewajibannya untuk melapor dan membayar
pajak. Terkadang para pemilik kos-kosan menutup-nutupi kebenaran
misalnya dengan mengatakan bahwa jumlah kamar yang digunakan kurang
dari sepuluh.Sedangkan pihak dari Pemerintah yang menangani kos-kosan
mengalami kesulitan untuk mendata pemiliknya. Hal tersebut dikarenakan
pemiliknya susah untuk di temui. Berdasarkan permasalahan yang ada,
diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang
“Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos Di Kota Palopo”.
1.2. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang di atas yang jadi rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana mekanisme pengelolaan pajak rumah kos di kota
palopo?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan pajak
rumah kos di kota palopo?
1.3. Tujuan penelitian
Lazimnya setiap penulisan karya ilmiah senantiasa mempunyai tujuan
tertentu yang ingin dicapai. Demikian halnya dengan penulisan ini,
mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis:
51. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan pajak rumah kos di kota
palopo.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor apa yang mempengaruhi Pengelolaan
pajak rumah kos di kota palopo?
1.4. Manfaat penulisan
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan
menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi
kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan.
2. Secara metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan
acuan bagi penelitian berikutnya.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi
bagi stakeholders yang berkaitan langsung maupun tidak langsung,
khususnya mengenai pengelolaan pajak rumah kos.
6BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Pengelolaan
Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti
pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak
orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan
pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini.
Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang
dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam
mencapai tujan tertentu. Griffin (1990: 6) mendefinisan manajemen sebagai
berikut: “Management is the process of planning and decision making,
organizing, leading and controlling and organization human, financial,
physical and information recources to archieve organizational goals in an
efficient and effective manner” Dikatakan manajemen adalah suatu proses
perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan
pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber
daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Nanang
Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat
fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan,
yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin
(leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen
7diartikan  sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan
mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan
organisasi tercapai secaraefektif dan  efisien.
Menurut ROBERT T. KIYOSAKI & SHARON L Pengelolaan adalah
sebuha kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu,
orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi
AA DANI SALISWIJAYA menyatakan Pengelolaan merupakan upaya
untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup
berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat
bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk
menimbulkan efek negatif
PERREAULT / MCVHARTY Pengelolaan merupakan tugas-tugas
dasar seorang manajer. Tapi disini kami akan lebih menekankan arti dari
tugas-tugas tersebut bagi manajer pemasaran
WOLLENBERG Pengelolaan merupakan suatu proses yang
digunakan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan supaya mereka dapat
mengatasi perubahan dalam interaksi antar manusia.
Pengelolaan Menurut Soekanto adalah suatu proses yag dimulai dari
proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan
proses terwujudnya tujuan.
8Menurut Prajudi, Pengertian Pengelolaan ialah pengendalian dan
pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana
diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.
Balderton mengemukakan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu
menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk
memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu
tujuan.
Pengertian Pengelolaan menurut Moekijat merupakan rangkaian
kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
Menurut Hamalik, Pengertian Pengelolaan adalah suatu proses untuk
menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk
mencapai tujuannya.
Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa
Pengertian Penelolan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang
meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
92.1.1. Fungsi pengelolaan
Fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat
disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen
meliputi:perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam
organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi,
kebudayaan dan anggotanya.
1. Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan
tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan efektif
serta efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan ini
untuk menetapkan program kepegawaian.
2. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk megorganisasi semua
karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja,
delegasi wewenang, integrasi dan koordinasinya, dalam bagan
organisasi (organization chart). Organisasi yang baik akan membantu
tercapainya tujuan secara efektif.
3. Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua
karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja efektif secara efisien
dalam terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.
Pengarahan dilakukan oleh pimpinan dengan kepemimpinannya,
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memerintah bawahan agar mau mengerjakan semua tugasnya dengan
baik.
4. Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua
karyawan agar mau mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan
mau bekerja sesuai rencana. Bila terdapat penyimpangan atau
kesalahan diadakan tindakan perbaikan atau penyempurnaan
rencana. Pengendalian karyawan ini meliputi kehadiran, kedisiplinan,
perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi
lingkungan pekerjaan.
2.2. Pajak
Manusia harus memiliki prinsip hidup berdasarkan agama, bahwa
semua kehidupan yang ada di dunia ini adalah suatu anugrah yang diberikan
oleh Allah SWT.Sehingga manusia harus menyerahkan sebagian dari
pendapatannya untuk memenuhi kehidupan manusia lainnya.
2.2.1. Pengertian Pajak
Pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
menyebutkan bahwa Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang
yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara
atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli
barang,(Kamus besar Bahasa Indonesia, 1989, h.658).
Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum
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dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang -undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak menurut Pasal 1, Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.
Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1
disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau  badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut ada beberapa komponen
yang wajib diketahui yaitu:
1. Pajak adalah kontribusi Wajib Warga Negara
2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara
3. Dengan membayar pajak, Anda tidak akan mendapat imbalan
langsung
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4. Berdasarkan Undang-Undang
Menurut UU Perpajakan Nasional Pajak ialah iuran wajib rakyat
kepada negara berdasarkan peraturan undang-undang tanpa memperoleh
imbalan langsung yang digunakan untuk pembiayaan segala pengeluaran
secara umum serta pengeluaran pembangunan.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan ) yang
terutang olegh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan ,
dengan tidak mendapatklan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk
dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut Cort Vander Linden pajak merupakan sumbangan pada
keuangan umum suatu negara yang tidak bergantung pada jasa khusus dari
seorang penguasa.
Menurut Prof. Dr. Djajaningrat Mengemukakan bahwa pajak
merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian harta kekayaan kepada
negara karena kejadian, keadaan juga perbuatan yang memberikan
kedudukan tertentu dimana pungutan itu bukanlah sebuah hukuman, namun
kewajiban berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
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pemerintah dan bisa dipaksakan.Tujuannya tetap untuk memelihara
kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Menurut Brotodiharjo,R (1982:2) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada
negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh wajib pajak
membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan,dengan tidak mendapat
prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang dapat di gunakan
untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara
untuk menyelenggarakan pemerintah”.
Prof. Dr. Djajaningrat Mengemukakan bahwa pajak merupakan
kewajiban untuk memberikan sebagian harta kekayaan kepada negara
karena kejadian, keadaan juga perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu dimana pungutan itu bukanlah sebuah hukuman, namun kewajiban
berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan bisa
dipaksakan.Tujuannya tetap untuk memelihara kesejahteraan masyarakat
pada umumnya.
Menurut Dr. N.J. Fieldman Pajak yaitu sebuah prestasi yang sifatnya
paksaan sepihak kepada penguasa menurut norma yang ditetapkan tanpa
adanya kontraprestasi dan gunanya untuk menutupi segala pengeluaran
umum dari sebuah negara.
Menurut R.R.A. Seligman Pajak ialah pemungutan yang sifanya
memaksa kepada pemerintah atau penguasa untuk biaya segala
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pengeluaran yang berhubungan dengan masyarakat dan tanpa ditunjuk serta
tidak ada keuntungan khusus yang diperoleh.
Menurut Leroy Beaulieu Menyatakan bahwa pajak bantuan baik
secara langsung atau tidak, dimana hal ini bisa dipaksakan oleh pemerintah
kepada warga masyarakatnya yang gunanya untuk menutupi semua biaya
yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara.
Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths Pajak adalah sebuah prestasi
pemerintah yang terhutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan
tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual. Maksudnya ialah
membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya.
Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya Beliau mengemukakan
pendapatnya mengenai pajak, dimana pajak merupakan iuran wajib bagi
warga, baik berupa uang maupun barang yang dipungut oleh penguasa
menurut norma-norma hukum yang berlaku guna untuk menutup segala
biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
secara umum.
Menurut Anderson Herschel M, dkk Pajak ialah pengalihan sumber
dari sektor swasta ke sektor pemerintah dan bukan suatu akibat dari
pelanggaran tetapi sebuah kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku
tanpa adanya imbalan dan dilakukan untuk mempermudah pemerintah
menjalankan tugasnya.
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Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., yaitu: “Pajak adalah iuran
rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar p
engeluaran umum”.
Pajak  menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani mengemukakan sebagai
berikut: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali
yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan”.
Dari Pengertian Pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak
memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-
undang serta aturan pelaksanaannya
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan
perpajakan akan berakibat adanya sanksi
3. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat
dirasakan langsung oleh pembayar pajak
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4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah
(tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah
keuntungan)
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum
Menurut Mardiasmo, (2002:5) : “Pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai
penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.
2.2.2. Fungsi Pajak
Ada dua fungsi pajak, yaitu :
1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran – pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat un tuk mengatur aatau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh :
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras
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b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah
untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor
produk indonesia di pasaran dunia
2.2.3. Pengelompokan Pajak
1. Menurut golongannya
a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain. Contoh: Pajak Penghasilan
b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak
Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
a) Pajak Subjektif, yaitu yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pataki
b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Menurut lembaga pemungutnya
a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara Contoh: Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
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Barang Mewah, dan Bea Materai Pajak Daerah, yaitu pajak yang
dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai
rumah tangga daerah.
b) Pajak daerah terdiri atas:
 Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak restoran, dan
Pajak Hiburan
2.2.4. Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan
hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang dan pelaksanaaan
pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan
diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta
disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedang adil dalam
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
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2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (Syarat
Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.
Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik
bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kelancaran
kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan
kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) Sesuai fungsi
budgetair, biaya pemungutan pajak, biaya pemungutan pajak harus
dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Syarat ini telah dipenuhi oleh ,undang – undang perpajakan yang baru.
Contoh:
a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2
macam tarif.
b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu
tarif, yaitu 10%.
c. Pajak perseroan untuk dan adan pajak pendapatan untuk
perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan
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(PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang
pribadi).
2.2.5. Tata Cara Pemungutan Pajak
1. Stelsel pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:
a) Stelsel nyata (riel stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan
yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan
pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang
sesungguhnya diketahui.Stelsel nyata mempunyai kelebihan
atau kebaikan dan kekurangan.Kebaikan stelsel ini adalah
pajak yang dikenakan lebih realistis.Sedangkan kelemahannya
adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah
penghasilan riil diketahui).
b) Stelsel anggapan (fictieve stelsel)
Pengenaan pajak dikenakan pada suatu anggapan yang
diatur oleh undang – undang. Misalnya, penghasilan suatu
tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga
pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak
yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini
adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus
menunggu pada akhir tahun.Sedangkan kelemahannya adalah
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pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang
sesungguhnya.
c) Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata
dengan stelsel anggapan.Pada awal tahun, besarnya pajak
dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir
tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya.Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar
dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus
menambah.Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat
diminta kembali.
2.2.6. Asas Pemungutan Pajak
a. Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan
wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan
yang berasal dari dalam maupun luar negeri.Asas ini berlaku untuk
wajib pajak dalam negeri.
b. Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib
pajak.
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c. Asas kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu
negara.
2.2.7. Sistem Pemungutan Pajak
a. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri – cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada fiskus
2) Wajib pajak bersifat pasif
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus.
b. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang.
c. With holding system Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan
wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan
besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain pihak
fiskus dan wajib pajak.
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2.3. Pajak Daerah
Masalah pajak adlah masalah Negara dan setiap orang yang hidup
dalam suatu Negara berurusan dengan pajak sehingga masalah pajak juga
menjadi masalalh keseluruhan rakyat negara tersebut. Dengan demikian
setipa orang sebagai anggota masyarakat suatu Negara harus mengetahui
segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-
asasnya, jenis-jenis pajak yang berlaku, tata cara pembayaran pajak serta
hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
Sesuai dengan UU no 28 tahun 2009, bahwa pajak daerah merupkn
sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya
yaitu mamap mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping
penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan, bagi hasil
pajak dan bukan pajak.Sumber pendapatan daerah tersebut dapat
diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan, dan juga kegiatan kemasyarakatan di daerah
untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat.
Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang
undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak daerah dapat digolongkan dua kategori menurut tingkat
pemerintahan daerah yaitu : pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota madya
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sesuai dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan
retribusi daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
pajak daerah dan retribusi daerah (2009:4).Mendefinisikan bahwa pajak
daerah adalah: “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Menurut Tony Marsyahrul (2004:5) : “Pajak daerah adalah pajak yang
di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun
pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai
pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”.
Pajak daerah adalah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah
yangtermasuk dalam Pendapatan Asli Daerah juga termasuk dalam golongan
pajakmenurut lembaga yang memungutnya.MenurutMarihot P. Siahaan
(2005:10), menyatakan bahwa :“Pajak Daerah merupakan pajak yang
ditetapkan oleh pemerintahdaerah dengan peraturan daerah (Perda), yang
wewenangpemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan
hasilnyadigunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah
dalammelaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
daerah.”
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Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak
daerahitu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan
tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung.
2.4. Pajak Rumah Kos
In de kost menurut Wikipedia merupakan frasa dari bahasa Belanda
yang artinya “makan di dalam”, istilah yang kemudian digunakan bagi
seorang yang tinggal di rumah orang lain dengan membayar menurut jangka
waktu tertentu, umumnya bulanan, sebagaimana ditulis Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI). KBBI mengindonesiakan in de kost menjadi indekos.
Kos secara sederhana didefinisikan sebagai menempati satu ruang
(kamar) rumah seseorang, dengan perjanjian membayar dalam jumlah
tertentu sebagai kompensasi sewa dan fasilitas lain di dalamnya, seperti
makan dan perabot yang dipakai. Kos-kosan merupakan tempat yang
disediakan untuk memfasilitasi wanita maupun pria, dari pelajar, mahasiswa,
dan pekerja umumnya untuk tinggal, dan dengan proses pembayaran per
bulan, atau sesuai pemilik (ada yang per beberapa bulan, per tahun). Fungsi
kos-kosan ini sebagai tempat tinggal, saat ini berkembang dnegan
penambahan aktifitas dan sarana pendukung baik di dalam lokasi bangunan
(kos-kosan) maupun di sekitar kosan tersebut. Misalnya ada kos-kosan yang
menyediakan failitas warnet di bagian depan kos-kosan, yang dibuka
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seharian maupun beberapa jam untuk umum, kemudian fasilitas rumah
makan, failitas kesehatan, dan sebagainya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata yang tepat adalah
KOS/kos-kosan, sedangkan dalam Bahasa Inggris cost berarti harga atau
pembayaran. Ada beberapa definisi yang perlu kita ketahui:
a. in-de-kos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan
(dengan membayar setiap bulan); memondok;
b. meng-in-de-kos-kan adalah menumpangkan seseorang tinggal dan
makan dengan membayar; memondokkan.
Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilik rumah
indekos adalah orang pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar, atau
bangunan, yang disewakan kepada pihak lain sebagai tempat
tinggal/pemondokan dan mengenakan pembayaran sebagai imbalan dalam
jumlah tertentu.
2.5. Pengertian Subjek pajak, Wajib pajak, Objek pajak dan Tariff pajak
2.5.1. Subjek Pajak
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, jenis pajak yang
dikenakan atas rumah indekos adalah Pajak Penghasilan (PPh) Final, maka
yang menjadi Subjek Pajak adalah yang menerima penghasilan yaitu pemilik
indekos. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemilik indekos
adalah orang pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar, atau
bangunan, yang disewakan kepada pihak lain sebagai tempat
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tinggal/pemondokan dan mengenakan pembayaran sebagai imbalan dalam
jumlah tertentu.
2.5.2. Objek Pajak
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka syarat Subjektif dan syarat
objektif sudah terpenuhi, sehingga pemilik rumah indekos harus membayar
pajak atas penghasilan dari persewaan rumah indekos, yaitu PPh (PPh)
Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.
2.5.3. Wajib Pajak
Dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah
bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan
hotel, pasal 4 dan pasal 1 angka 35 berisi tentang wajib pajak adalah orang
pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah . Yang
selanjutnya diatur dalam Walikota No. 27 Tahun 2011 tentang petunjuk
pelaksanaan pemungutan pajak hotel pasal 1 angka 8 mengatakan bahwa
wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
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pemungut pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.
2.5.4. Tarif pajak
Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final atas penghasilan dari
persewaan indekos adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan dengan
perhitungan sebagai berikut :
PPh 4(2) = 10% x jumlah bruto nilai persewaan
Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan oleh
penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, dan fasilitas
lainnya.
Sebagaimana diberiatakan dalam maklumat waliota palopo sebagai
berikut :
1. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi  atau badan yang mengusahakan
hotel (pasal 4 ayat 1).
2. Wajib pajak hotel adalah orang pibadi atau badan yang
mengusahakan hotel (pasal 4 ayat 2).
3. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang
seharusnya dibayarkan kepada hotel (pasal 5).
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4. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah
pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel (pasal 6).
Kesimpulan :
1) Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang
menyediakan jasa penginapan/peristirahatan dengan dipungut
bayaran berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan
yang berlaku dikategorikan sebagai hotel.
2) Yang membayar pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen)
dari jumlah yang dibayarkan kepada pengusaha rumah kos
(Wajib Pajak) pada rumah kos sebagaimana tersebut pada
kesimpulan nomor 1 di atas adalah pengguna jasa rumah
kos/penyewa (Subjek Pajak).
3) Pengusaha rumah kos (Wajib pajak) dengan jumlah kamar lebih
dari 10 (sepuluh), dikenakan kewajiban memungut pajak hotel
kepada pengguna jasa rumah kos/penyewa sesuai ketentuan
yang berlaku dan hasilnya disetor ke kas daerah untuk
selanjutnya dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
5. Pengelola wajib mengenakan pajak dari jumlah pembayaran oleh
konsumen dan apabila tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud,
maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
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2.6. Dasar hukum
Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut
oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Menurut objek pajaknya pajak
hotel dibedakan atas beberapa jenis, salah satunya adalah pajak hotel atas
rumah kos. Oleh karena itu perlu dipahami tentang peraturan-peraturan pajak
hotel yang dijadikan dasar hukumnya. Adapun peraturan baik peraturan
pusat maupun peraturan daerah yang mengatur tentang pajak hotel atas
rumah kos di Kota Surabaya adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
b. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
c. Peraturan  Walikota Palopo No 27 tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan pemungutan pajak hotel
2.6.1. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos
Adapun prosedur pemungutan pajak hotel kategori rumah kos yaitu
sebagai berikut:
1. Pendaftaran dan pendataan
Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, dinas pendapatan dan
SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang pajak hotel
melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak.
Pendaftaran adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh
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wajib pajak yang belum memilki nomor wajib pajak daerah sesuai
dengan jenis pajak.
2. Penetapan dan pemungutan pajak
Pemungutan pajak dilarang diborongkan artinya, seluruh proses
kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak
ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan
pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain membentuk
kolektor dengan menerbitkan SK kolektor dalam hal pemungutan pajak
tersebut. Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.Wajib pajak
membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD,
SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
3. Penagihan SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan
dasar penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat
lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak,
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2.7. Kerangka Konsep
Dalam rangka melaksanakan pemungutan pajak yang sesuai dengan
ketentuan peraturan di daerah dalam untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah, maka sumber sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali
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secara maksimal, termasuk diantaranya adalah pajak daerah yang sudah
sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
utama. Sebagai salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
utama, Pajak Daerah memegang peranan penting yang berasal dari
pendapatan asli daerah sendiri.
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Kerangka Konseptual
Mekanisme pengelolaan pajak rumah kost
Penentuan :
1. Objek pajak
2. Subjek pajak
3. Wajib pajak
4. Tarif pajak
Pembayaran Pajak
Rumah Kos
1.Self assessment
Faktor-faktor yang Mempengaruhi:
1. Faktor Penghambat
a. Wajib pajak belum
terdaftar
b. Pemahaman
c. Kepatuhan dan
kesadaran wajib pajak
2. Faktor Pendukung
a. Kejelasan isi aturan
b. Sosialisasi
UU NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
DAERAH
PERATURAN WALIKOTA NO 27 TAHUN 2011 TENTAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengelolaan pajak rumah kos
di Kota Palopo. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif karena
penelitian ini bermaksud untuk memaparkan mekanisme pengelolaan pajak
Rumah Kos yang terdapat di Kota Palopo.
3.1.1. Tipe dan Dasar  Penelitian
a. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu tipe penelitian
yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai
objek yang diteliti dan berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau
membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran
tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu
yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang
bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh ke balik
sesuatu yang nyata tersebut.
b. Dasar penelitian adalah pendekatan studi kasus, artinya penulis akan
meneliti satu unit sosial yang berkaitan dengan fokus permasalahan
secara lebih mendalam. Penulis menggunakan metode kualitatif
karena permasalahan yang ada dinamis dan kompleks.
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3.1.2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder :
1. Data primer yaitu data yang diperoleh lansung dari sumber asalnya,
data primer diperoleh melalui :
a) Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang
dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek
penelitian.
b) Interview yaitu wawancara mendalam (in dept interview) yaitu
mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk
mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang berbagai
aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang
diperoleh dari dokumentasi maupun studi pustaka. Adapun data
sekunder diperoleh melalui :
a) Dokumentasi yang dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis
yang terbagi dalam dua ketegori yaitu sumber resmi dan sumber
tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang
dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga.
Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh
individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan
sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan
pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian
36
b) Studi pustaka merupakan langkah yang sangat penting dalam
metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan
mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu
yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke
mana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat.
Cara yang dilakukan dengan mencari data-data pendukung  (data
sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku-buku,
dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian serta bahan-
bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
3.1.3. Sampel Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan dalam
memperoleh data yang dibutuhkan. Pemilihan Informan ini melalui
pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang
jelas sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan
demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:
1. Dinas pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah (DPPKAD)
2. Petugas pemungut pajak rumah kost
3. Kecamatan
4. Pemilik rumah kos
5. Pengguna jasa rumah kos
6. Masyarakat
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Dalam penelitian, selanjutnya dilapangan memungkinkan informan
bertambah (snowball sampling) disebabkan informan tersebut dapat
memberikan informasi mengenai data penulisan yang dibutuhkan.
3.1.4. Definisi Operasional
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan
penelitian disusun definisi operasional yang dapat dijadikan acuan dalam
penelitian ini antara lain :
1. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang, dengan tidak mendaptkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
2. Pajak hotel merupakan pajak yang diberlakukan di Kota Palopo yang
diatur dalam Peraturan Daerah No 2 rahun 2011 tentang pajak daerah
dan peraturan Walikota No 27 tahun 2011 tentang petunjuk
pelaksanaan pemungutan pajak hotel , yang termasuk di dalam pajak
hotel yaitu wisma, losmen, dan rumah kos. Yang perlu di perhatikan
dlam pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos yaitu tentang
penentuan subjek pajak (pengguna rumah kos), wajib pajak (pemilik
rumah kos), objek pajak (rumah kos) dan tariff pajak dikenakan 10 %
dari pendapatan.
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3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah
dinas yang megelola pajak hotel kategori rumah kos di Kota Palopo.
4. Faktor yang mempengaruhi, yang dimaksud dalam hal ini adalah
segala sesuatu yang menjadi tantangan dan hambatan Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam
pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Palopo. Baik itu
dinamika maupun hal-hal lain yang berpengaruh dalam pengelolaan
pajak hotel kategori rumah kos seperti wajib pajak belum terdaftar,
pemahaman, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak serta kejelasan
aturan dan sosialisasi yang sering menjadi hambatan dalam
pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos.
3.1.5. Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
data kualitatif.Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus
dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan
setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses
penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan
diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan
dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan
merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasilwawancara
yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah
catatan lapangan.
39
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Kota Palopo
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis
kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat
memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian ini terutama pada saat
pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data
yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti.
Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam
pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan
mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan
karakteristik masyarakat dan kondisi pemerintahan daerah sebagai objek
penelitian.
Palopo adalah ibukota terakhir Kerajaan Luwu, penafsiran nama Kota
tersebut di atas terdapat beberapa  pendapat  sebagai berikut  :
a. Pada saat tiang penyangga mesjid Djami tua akan didirikan, terdapat
lubang untuk memasukkan tiang tersebut yang bahasa daerahnya di
Paloppo, dari kata inilah asal kata Kota Palopo.
b. Secara tradisi masyarakat luwu, apabila ingin membangun suatu
bangunan pelaksanaannya dilaksanakan pada sore hari dan disuguhi
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manisan bernama Palopo semacam beras ketan yang dimasak dan
dimakan bersama air gula aren.
c. Tempat pembangunan mesjid Djami tua terdapat pohon mangga yang
besar dan dalam bahasa bugis disebut Paotoppo, dari sinilah asal
mula Palopo.
d. Makam raja-raja Luwu berbentuk piramida yang ditumbuhi pohon
Kamoni, oleh penduduk pohon tersebut dinamai pohon Palopo.
Dalam proses perkembangan berikutnya Ibukota Kerajaan Luwu
berpindah dari Malangke (Pattimang) oleh Raja Luwu ke-17 yaitu
Labasolangi MatinroE Goa anak dari pati Sultan Abdullah Raja Luwu ke-16.
Kemudian pembangunan Kota Palopo dilanjutkan oleh putera mahkota yang
bernama Sattiaraja, Raja Luwu ke-18. Perpindahan Ibukota didahului oleh
pertikaian dalam tubuh kerajaan yakni antara Sultan Abdullah dan Somba
Opu yang memperebutkan tahta kerajaan.Sultan Abdullah didukung oleh
Makole Baebunta dan Somba Opu didukung oleh Maddika Ponrang yang
berkedudukan di Kamanre, sedangkan Maddika Bua adalah wilayah yang
netral.
Dengan kondisi demikian masyarakat kerajaan hidup dalam
ketidaktentraman akibat diperintah oleh dua orang raja.Atas inisiatif Maddika
Bua yang ke-9 yakni Opu Daeng Siba mengundang keduanya untuk
melaksanakan pesta makan ikan disebuah muara sungai dikaki Gunung
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Sampoddo yaitu muara sungai Ratona. Oleh Maddika Bua kedua putra raja
tersebut yang bertikai diperintahkan untuk saling menikam, akan tetapi
karena malu keduanya hanya saling berpelukan dan menangis, lalu saling
mempersilahkan untuk memerintah Kerajaan Luwu. Sultan Abdullah yang
pada akhirnya memerintah Kerajaan Luwu sedangkan Patiaraja berangkat
meninggalkan Kerajaan menuju ke kerajaan Gowa yang akhirnya bergelar
Somba Opu. Dengan didahului oleh pertikaian tersebut oleh pemangku adat
Luwu memilih wilayah netral untuk menempatkan Ibukota Kerajaan Luwu
yang pada akhirnya memilih ke Maddikaan Bua yang semula memutuskan
wilayah Bastem, akan tetapi karena pertimbangan wilayah tersebut jauh dari
pelabuhan maka para pemangku adat memilih wilayah pesisir dalam
peradaban kemaddikaan Bua yaitu Kampung To Luwu yang kemudian
berubah menjadi Palopo.
4.1.1. Letak dan kondisi geografis
Posisi astronomis Kota Palopo terletak pada 2053’15”– 3004’08”
Lintang Selatan dan 120003’10” – 120014’34”  Bujur Timur.  Kota Palopo
terletak dibagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi geostrategis
yang cukup baik.Wilayah Kota Palopo merupakan simpul dari beberapa
kegiatan pembangunan ekonomi bagi wilayah hinterland-nya.Posisi
geostrategis Kota Palopo tersebut memberikan peluang yang cukup besar
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dalam pengembangan wilayahnya dan membangun sinergitas antar wilayah
disekitarnya.
Wilayah Kota Palopo memiliki daerah pesisir di bagian Timur,
pegunungan di bagian barat dan dataran rendah memanjang dari utara
sampai selatan. Dengan dimensi wilayah ini, Kota Palopo memiliki 3 ( tiga)
perspektif pembangunan wilayah yaitu wilayah pegunungan, wilayah dataran
rendah dan wilayah pesisir.
Kota Palopo di bagian sisi sebelah Timur memanjang dari Utara ke
Selatan merupakan dataran rendah atau Kawasan Pantai seluas kurang lebih
30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya bergunung dan berbukit di
bagian Barat, memanjang dari Utara ke Seatan, dengan ketinggian
maksimum adalah 1000 meter di atas permukaan laut.
Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari
Kabupaten Luwu, dengan batas-batas :
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten
Luwu.
 Sebelah Timur dengan Teluk Bone.
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten
Luwu.
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 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala
Kabupaten Tana Toraja.
Gambar 4.1.
Peta Wilayah Kota Palopo
Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer
persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi
Selatan. Dengan potensi luas wilayah seperti itu, oleh Pemerintah Kota
Palopo telah membagi wilayah Kota Palopo menjadi 9 Kecamatan dan 48
Kelurahan pada tahun 2005.Kecamatan yang berada dalam wilayah Kota
Palopo yaitu:
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1) Kecamatan Wara
2) Kecamatan Wara Utara
3) Kecamatan Wara Selatan
4) Kecamatan Wara Timur
5) Wara Barat
6) Telluwanua
7) Bara
8) Mungkajang
9) Sendana
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Tabel 4.1.
Luas wilayah Kota Palopo Berdasarkan Kecamatan
No Kecamatan Luas (Km2)
1 Wara Selatan 10,66
2 Sendana 37,09
3 Wara 11,49
4 Wara Timur 12,08
5 Mungkajang 53,80
6 Wara Utara 10,58
7 Bara 23,35
8 Telluwanua 34,34
9 Wara Barat 54,13
Kota Palopo 247,52
Sumber : BPS Kota Palopo Tahun 2015
Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah
dengan keberadaannya diwilayah pesisir pantai. Sekitar 62,85% dari total
luas daerah Kota Palopo, menunjukkan bahwa yang merupakan daerah
dengan ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut, sekitar 24,76%
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terletak pada ketinggian 501-1000 meter di atas permukaan laut, dan
selebihnya sekitar 12,39% yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000
meter di atas permukaan laut.
Palopo secara spesifik dipengaruhi oleh adanya iklim tropis basah,
dengan keadaan curah hujan bervariasi antara 500-1000 mm/tahun
sedangkan untuk daerah hulu sungai di bagian pegunungan berkisar antara
1000-2000 mm/tahun. Suhu udara berkisar antara 25,5 derajat sampai
dengan 29,7 derajat celcius, dan berkurang 0,6 derajat celcius setiap
kenaikan sampai dengan 85% tergantung lamanya penyinaran matahari yang
bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam perhari.
Kondisi permukaan tanah kawasan perkotaan (Kawasan Build-up
Area) cenderung datar, linier sepanjang jalur jalan Trans Sulawesi, dan
sedikit menyebar pada arah jalan kolektor dan jalan lingkungan di wilayah
perkotaan, sedangkan kawasan yang menjadi pusat kegiatan dan cukup
padat adalah di sekitar kawasan pasar (pusat perdagangan dan jasa), sekitar
perkantoran, dan sepanjang pesisir pantai, yang merupakan kawasan
pemukiman kumuh yang basah dengan kondisi tanah genangan dan pasang
surut air laut. Secara garis besar keadaan topografis Kota Palopo ini terdiri
dari 3 variasi yaitu daratan rendah sepanjang pantai, wilayah perbukitan
bergelombang dan datar di bagian Tengah, dan wilayah perbukitan dan
pegunungan di bagian Barat, Selatan dan sebagian di bagian Utara.
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4.1.2. Kependudukan
Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palopo, penduduk
Kota Palopo pada akhir 2015 tercatat sebanyak 160.819 jiwa, secara terinci
menurut jenis kelamin masing-masing 78.509 jiwa laki-laki dan 82.310 jiwa
perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 95,38
angka ini menunjukkan bahwa bilamana terdapat 100 penduduk perempuan
ada 95-96 penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk pertahun rata-
rata sebesar 88 persen. Dengan luas wilayah 247,52 Km maka kepadatan
penduduk di Kota Palopo yaitu 650 jiwa per Kilometer Persegi.
Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan
Wara dengan 2.994 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan
dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Sendana yaitu 163
per kilometer persegi. Dan rata-rata anggota rumah tangga pada keadaan
akhir 2015 tercatat sebesar 5 orang. Jika diamati menurut kelompok umur
,terlihat bahwa dari 10.819 jiwa penduduk tercatat sekitar 32,35 persen
berada pada usia muda (0-14 tahun) dan 4,09 persen pada kelompok usia
tua (65 tahun ke atas), selebihnya sekitar 63,56 persen yang berada pada
kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) atau dengan kata lain beban
tanggungan (Dependency Ratio) Kota Palopo Tahun 2013 sebesar 51,33
persen.
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Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Kota Palopo
Sumber : BPS Kota Palopo Tahun 2015
Dengan jumlah penduduk yang menembus angka lebih dari seratus
enam puluh ribu jiwa, disatu sisi merupakan potensi yang cukup memadai
untuk membuka peluang bisnis bagi masyarakat. Salah satu usaha yang
dapat menumbuhkembangkan kota palopo adalah dengan adanya bisnis
rumah kost.
No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Wara Selatan 5.073 5.649 10,722
2. Sendana 3.047 3.010 6.057
3. Wara 16.518 17.883 34.401
4. Wara Timur 16.690 17.536 34.226
5. Mungkajang 3.599 3.758 7.357
6. Wara Utara 9.935 10.679 20.614
7. Bara 12.302 12.728 25.030
8. Telluwanua 6.263 6.086 12.349
9. Wara Barat 5.082 4.981 10.063
Jumlah 78.509 82.310 160.819
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4.1.3. Pendidikan
Pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 merupakan
tugas pemerintah untuk mengusahakan dan meneyelenggarakan sistem
pendidikan nasional guna meningkatkan keimanana dan ketaqwan kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Pendidikan
memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan perubahan ke
arah yang lebih baik. Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan lapangan
pekerjaan dan jabatan yang disandangnya. Artinya semakin baik lapangan
pekerjaan dan jabatan yang dimiliki maka tingkat  pendapatan yang diperoleh
juga semakin baik, dan sebaliknya.
Pendidikan yang lebih baik berpengaruh terhadap peningkatan potensi
dasar penduduk dalam menerima perubahan-perubahan sosial dan ekonomi,
berinovasi, dan menyerap teknologi baru untuk mendukung kehidupannya ke
arah yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan
maka kualitas sumber daya manusia secara umum akan semakin tinggi.
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan  dapat dilihat dari
kualitas tingkat pendidikan yang ditamatkan.
Status pendidikan penduduk Kota Palopo usia 7-24 tahun keadaan
akhir 2015 sebanyak 61.281 orang, dari jumlah tersebut ada 236 orang
diantaranya yang tidak/belum pernah sekolah, 25.126 orang yang berstatus
sekolah dan yang tidak bersekolah lagi tercatat sebanyak 14.381 orang. Jika
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dilihat dari penduduk usia 10 tahun keatas menurut pendidikan tertinggi yang
ditamatkan sebanyak 108.804 orang masih terdapat 11.504 orang yang tidak
mempunyai ijasah, 23.532 memiliki ijasah setara SD, 19.836 orang memiliki
ijasah setara SLTP, 38.677 orang memiliki ijsasah setara SMU, 3.407
memiliki ijasah D1/D2/D3 dan selebihnya yaitu 11.848 orang yang memiliki
ijasah DIV/S1/S2/S3. Jika dilihat dari kemampuan baca tulis maka sebanyak
105.152 orang dapat membaca dan menulis dan sisanya sebanyak 3.652
tidak dapat membaca dan menulis.
Sesuai dengan visi Kota Palopo, maka Kota Palopo juga memiliki
perguruan tinggi, diantaranya untuk jenjang strata satu (S1) adalah
Universitas Andi Djemma, Universitas Cokroaminoto, STIEM, STIKES,
STAIN, STIPER, dan beberapa akademi (Diploma) antara lain AKPER
Kamanre, AKPER Sawerigading, dan beberapa akademi lainnya.
4.1.4. Perekonomian
Perkembangan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau
dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai
aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah
faktor produksi dimiliki oleh residen atau non residen. Sehingga PDRB bisa
digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi perekonomian suatu
wilayah/region. Besar kecilnya nilai PDRB suatu wilayah sangat ditentukan
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oleh aktifitas perekonomian yang terjadi diwilayah tersebut dalam kurun
waktu tertentu. Dengan melakukan perbandingan PDRB antar tahun, dapat
dilihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Selain itu
PDRB juga dapat digunakan untuk melihat struktur perekonomian serta
perubahan harga ditingkat produsen (inflasi/deflasi).
Perkembangan perekonomian suatu daerah/wilayah sangat
tergantung pada potensi dan sumber daya alam yang dimiliki, serta
kemampuan daerah dalam mengelola potensi tersebut. Untuk itu sebagai
usaha meningkatkan laju perputaran roda perekonomiannya, pemerintah
Kota Palopo terus menerus berusaha mengembangkan segala potensi yang
dimilikinya dengan membuat dan menetapkan berbagai kebijakan serta
langkah-langkah stategis yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk
pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Hingga tahun 2015
perekonomian Kota Palopo menunjukkan perkembangan yang terus
membaik. Hal ini terlihat dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, PDRB Kota
Palopo atas dasar harga berlaku (adhb) sebesar 3,08 triliun rupiah atau naik
sebesar 444,10 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang
tahun 2015, nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan di Kota
Palopo juga meningkat hampir 7 kali lipat dibandingkan keadaan pada tahun
2005. Hal ini terlihat dari indeks perkembangan yang mencapai 688,75
persen pada tahun 2015.
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Meskipun demikian, kontribusi yang diberikan Kota Palopo terhadap
pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat kecil. Nilai
PDRB Kota Palopo sebesar 3,08 triliun rupiah hanya memberikan kontribusi
sebesar 1,71 persen bagi pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.
Kontribusi tersebut mengalami sedikit kenaikan bila dibandingkan kondisi
tahun sebelumnya yang mencapai 1,70 persen.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu nilai ukur dari hasil
pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi.
Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan
pembangunan yang akan datang. Karena pada dasarnya aktivitas ekonomi
adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan
barang dan jasa (output), maka pembangunan ekonomi diharapkan dapat
memberi dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai pemilik
faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi
barang dan jasa disuatu wilayah dalam selang waktu tertentu. Untuk
menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga
konstan dengan tahun dasar tertentu untuk mengeleminasi faktor kenaikan
harga.Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun
regional menggunakan harga konstan tahun 2000 sebagai tahun dasar.
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Tabel 4.3
Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun
2013-2015
Tahun
PDRB Atas
Dasar Harga
Berlaku(juta
Rp)
Perkembangan
(%)
PDRB Atas
Dasar Harga
Konstan(juta
Rp)
Pertumbuhan(%)
2013 2.284.801,89 17,36 1.000.569,31 8,16
2014 2.637.545,42 15,44 1.087.419,80 8,68
2015 3.081.642,00 16,84 1.185.210,25 8,99
Sumber : Bappeda Kota Palopo Tahun 2015
Selama periode 2011-2015, pertumbuhan ekonomi Kota Palopo
sangat baik. Secara rata-rata pertumbuhannya sebesar 8,20 persen. Laju
pertumbuhan ekonomi Kota Palopo pada tahun 2015 mengalami percepatan
dibanding tahun sebelumnya padahal pertumbuhan ekonomi.
4.1.5. Visi dan Misi
Dalam setiap sistem pemerintahan tiap daerah memiliki Visi dan misi.
Visi adalah suatu pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan apa yang harus
dilakukan untuk mencapai tujuan pada masa yang akan datang namun tidak
dapat dituliskan secara lebih jelas untuk menerangkan detail gambaran
sistem yang akan dituju dikarenakan adanya perubahan ilmu serta situasi
yang sulit diprediks selama masa yang panjang tersebut. Misi adalah
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pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam
usahanya mewujudkan visi dan memberikan arah seklaigus batasan proses
pencapaian tujuan.
4.1.5.1. Visi
Terwujudnya Palopo sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga dan Agro
Industri yang Berwawasan Agama, Budaya, dan Lingkungan yang
Terkemuka di Indonesia.
4.1.5.2. Misi
 Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan
demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum.
 Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan
masyarakat di berbagai sector.
 Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia khususnya
sandang dan pangan bagi masyarakat Kota Palopo.
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan
formal dan non formal.
 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
 Meningkatkan perekonomian rakyat dengan mendorong seara
sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat, utamanya di bidang
perkoperasian/syariah, industri rumah tangga, usaha kecil, mikro dan
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menengah, lembaga keuangan dan jasa, serta mengembangkan
pariwisata dan budaya yang didukung dengan infrastruktur yang
memadai.
 Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayana yang mudah,
cepat dan efektif, serta kepastian berusaha dan mendorong
terciptanya lapangan pekerjaan.
 Penataan kawasan perkotaan yang berwawasan lingkungan.
 Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam
otonomi daerah serta mendorong berkembangnya kehidupan
beragama yang rukun, guna mewujudkan ketertiban dan keamanan
demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.
4.2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo
4.2.1. Sejarah DPPKAD Kota Palopo
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terbentuk
melalui PP 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo, dimana Dinas Pendapatan
Daerah (DISPENDA) digabungkan dengan Sekretariat Daerah Bagian
Keuangan sehingga terbentuklah menjadi satu dinas yang dinamakan Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota
Palopo .
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4.2.2. Tugas Pokok DPPKAD Kota Palopo
Berdasarkan Peraturan WaliKota Palopo Nomor 3 Tahun 2008
sebagai unsur pelaksana Daerah pada bidang Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4.2.3. Fungsi DPPKAD Kota Palopo
1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum
dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
4.2.4. Visi DPPKAD Kota Palopo
Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
adalah : “Mewujudkan terciptanya optomalisasi pendapatan, pengelolaan
keuangan dan Aset daerah dalam menunjang pembangunan kota palopo”
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4.2.5. Misi DPPKAD Kota Palopo
1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
yang terukur dan berkualitas
2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya perbendaharaan, akuntansi,
anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan standar
pelayanan minimal.
4.2.6. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPPKAD Kota Palopo:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat membawahkan 3 (tiga) sub bagian, yaitu :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Penyusunan Program.
c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
1. Seksi Pengelolaan Pajak Daerah;
2. Seksi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD;
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
d. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain membawahkan
3 (tiga) Seksi, yaitu:
1. Seksi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
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2. Seksi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;dan
3. Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-Lain.
e. Bidang Anggaran dan Kas Daerah, membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:
1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Anggaran;
2. Seksi Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
3. Seksi Penyusunan APBD.
f. Bidang Akutansi dan Pelaporan, membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
1. Seksi Pembukuan dan Akutansi;
2. Seksi Pelaporan dan Penyajian Informasi Keuangan Daerah; dan
3. Seksi Penyusunan Pertanggung Jawaban.
g. Bidang Aset membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:
1. Seksi Perencanaan dan Pendataan;
2. Seksi Pengadaan; dan
3. Seksi Penghapusan
h. UPT; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
4.2.6.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas
4.2.6.1.1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai tugas Pokok membantu Walikota dalam melaksanakan
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Kewenangan Desentralisasi di Bidang Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota;
Fungsinya  :
 Perumusan kebijakan teknis sesuai kebijakasanaan yang ditetapkan
Walikota;
 Pelaksanaan kebijakan pelayanan umum lintas SKPD/Instansi/unit
kerja di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunaan program kerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 Perumusan dan Pembinaan Kebijakan Teknis di bidang Pemungutan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak-pihak terkait
mengenai Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 Penelaah peraturan perundang-undangan di Bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah;
 Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan UPTD
 Membuat laporan hasil kegiatan  Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah serta memeberi saran pertimbangan
kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
 Pendistribusian tugas dan pemeberian petunjuk pelaksanaan kegiatan
kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya
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4.2.6.1.2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
merencanakan program kerja dinas, memberikan pelayanan teknis
administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan Organisasi dalam
lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
Membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Penyusunan Program
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Fungsinya  :
 Membantu Kepala Dinas dalam Menyelenggarakan konsultasi,
koordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam organisasi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah;
 Mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak
berada di tempat;
 Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta kebutuhan
anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;
 Penelaah Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain di
bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 Pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan
Penyusunan Program;
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 Pelaksanaan Administrasi, Ketatausahaan, Surat menyurat dalam
lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
bidang tugasnya dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
 Membuat lapoaran hasil kegiatan Sekretaris serta memberi saran
pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam
penentuan kebijakan;
 Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan
kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya.
4.2.6.1.3. Bidang Pendapatan Asli Daerah
BidangPendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan pajak dan retribusi, membimbing, mengendalikan dan
melaksanakan perencanaan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dan
mengawasi Seksi Pengelolaan Pajak Daerah, Seksi Pengelolaan Retribusi
Daerah dan Lain-lain PAD dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Fungsinya  :
 Melaksanakan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pendapatan Asli Daerah;
 Melaksanakan Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli
Daerah;
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 Pemberian saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
 Pelaksanaan Surat-surat Pajak;
 Pelaksanaan Pendataan, Pendaftaran, Perhitungan, Penetapan dan
Penagihan  Pajak;
 Membuat Laporan hasil kegiatan Bidang Pendapatan Asli Daerah
serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi
bahan dalam penentuan kebijakan;
 Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan
kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya.
4.2.6.1.4. Bidang  Anggaran dan Kas Daerah
Bidang Anggaran dan Kas Daerahmempunyai tugas pokok
melaksanakan  perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Penerimaan Kas Daerah,  membimbing, mengendalikan  dan
mengawasi  Seksi Perencanaan  dan  Evaluasi Anggaran, Seksi
Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Seksi Penyusunan APBD  serta
melaksanakan  tugas – tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas.
Fungsinya :
 Menyusun rencana kegiatan Bidang Anggaran dan Kas Daerah;
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 Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tingkat Propinsi, Pusat
dan yang terkait mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD);
 Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisa pemanfaatan dan
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 Membuat laporan penerimaan sumber-sumber Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) serta Kas Daerah;
 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidan tugasnya;
 Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan
kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
 Membuat laporan hasil kegiatan Bidang Anggaran dan Kas Daerah
serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi
bahan dalam penentuan kebijakan.
4.2.6.1.5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Bidang Akuntansi dan Pelaporanmempunyai tugas pokok
melaksanakan Pembukuan dan Akuntansi, Pelaporan dan Penyajian
Informasi Keuangan Daerah dan Penyusunan Pertanggung Jawaban serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Fungsinya :
 Menyusun rencana kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 Melakukan Pembukuan dan Akuntansi, Pelaporan dan Penyajian
Informasi Keuangan Daerah dan Penyusunan Pertanggung jawaban
Penerimaan Pendapatan dan  Belanja Daerah;
 Membuat laporan penerimaan sumber-sumber Pendapatan dan
Belanja Daerah;
 Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
 Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan
kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
 Membuat laporan hasil kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta
memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan
dalam penetuan kebijakan.
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4.3. Pengelolaan Pajak Rumah Kost di Kota Palopo
Pemungutan pajak diatur dalam UU No 28 tahun 2009 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah, dalam pasal 1 (10) berisi tentang Pajak Daerah,
yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah. Selanjutnya dalam pasal 1  (20) dan (21)
berisi tentang Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
hotel dan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
Untuk memperhatikan kekhasan dari daerah kota Palopo maka
pemerintah membuat peraturan daerah (PERDA) No 2 tahun 2011 tentang
pajak daerah. Dalam pasal 1 (10)  yaitu : Hotel adalah adalah fasilitas
penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Untuk lebih memperjelas Pemungutan pajak hotel selanjutnya diatur
dalam Peraturan walikota No. 27 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel, pasal 6 menyatakan bahwa: tarif pajak hotel
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) selanjutnya pada pasal 7 ayat (1)
berisi tentang pajak hotel dihitung setiap bon penjualan atau bill yang
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dikeluarkan oleh wajib pajak dan atas jumlah yang akan di bayar oleh
pengunjung atau tamu hotel. Hotel yang dimaksud adalah wisma losmen dan
termasuk di dalamnya rumah kos. Jumlah rumah kost yang dikategorikan
sebagai hotel di kota palopo semakin meningkat karena adanya beberapa
universitas negeri maupun swasta, rumah sakit, serta pabrik-pabrik yang
berdiri di daerah Palopo menyebabkan banyaknya rumah kos yang didirikan
di sekitar kawasan tersebut.
Adapun sasaran pemungutan pajak rumah kost yang dikenakan pajak
hotel  di kota palopo dari 9 kecamatan hanya ada 4 kecamatan yang memiliki
kamar lebih dari 10 diantaranya sebagai berikut :
1. Kecamatan wara
2. Kecamatan wara timur
3. Kecamatan wara selatan
4. Wara Utara
Dari 9 kecamatan yang terdapat di Kota Palopo hanya ada 4
kecamatan yang memiliki rumah kost yang dikenakan pajak hotel itu
dikarenakan pusat pendidikan berada antara 4 kecamatan, berikut adalah
tabel rumah kos yang dikenakan pajak hotel di kecamatan wara, wara timur,
wara selatan dan wara utara  pada tahun 2013-2015
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Tabel 4.4 Jumlah Rumah Kos yang Dikenakan Pajak Hotel
Tahun 2013-2016
No Kecamatan
Jumlah Rumah Kost
Status
2013 2014 2015 2016
1 Wara 3 9 11 11 Aktif
2 Wara Timur 4 3 9 10 Aktif
3 Wara Selatan 3 2 6 6 2 non aktif
4 Wara Utara 0 0 8 8 Aktif
Jumlah 10 14 34 35 2 non aktif
(Sumber data DPPKAD tahun 2016)
Melihat tabel yang ada di atas di kecamatan wara, jumlah rumah kos
yang aktif dikenakan pajak hotel meningkat dari tahun 2013-2015 sedangkan
pada tahun 2016 terjadi stagnasi sedangkan pada kecamatan wara timur
jumlah rumah kos yang aktif di kenakan pajak meningkat dari tahun 2013 -
2016, pada kecamatan wara selatan jumlah rumah kos yang aktif dikenakan
pajak terjadi penurunan dari tahun 2013-2014 namun meningkat pada tahun
2015 dan pada tahun 2016 juga terjadi stagnasi serta terdapat dua kos yang
yang beralih status dari aktif menjadi non aktif, pada kecamatan wara utara,
pada tahun 2013-2014 tidak terdapat rumah kos yang terdata di kenakan
pajak hotel, namun pada tahun 2015-2016 terdapat delapan rumah kos yang
aktif  dikenakan pajak hotel
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Melihat data yang ada di atas penulis melihat bahwa jumlah kos yang
terdata di DPPKAD dari tahun ke tahun semakin meningkat hanya saja ada
rumah kos yang berubah status dari aktif menjadi tidak aktif, nah ini
seharusnya ditindak lanjuti oleh dinas yang terkait.menangani pajak mengapa
hal tersebut bisa terjadi, serta penulis juga melihat jumlah kos yang terdata
masih sedikit sebaiknya  pendataan harus ditingkatkan, Adapun data rumah
kost yang dikategorikan sebagai hotel pada tahun 2013-2016 di Kota Palopo
dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :
Tabel 4.5 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Hotel Kategori
Rumah Kost pada Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah kota Palopo
Tahun Jumlah Wajib Pajak Rumah Kost Status
2013 10 Semua aktif
2014 14 Semua aktif
2015 34 2 non aktif
2016 35 Semua aktif
Sumber: Seksi Pengolahan Data Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah  Kota Palopo, 2015
Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah No 2 tahun 2011 tentang
pajak daerah dan selanjutnya PERWALKOT No 27 tahun 2011 tentang
petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel belum sepenuhnya jelas
pengertian tentang rumah kost itu sendiri. Dinas Pengelolaan pendapatan
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keuangan dan aset daerah hanya berpedoman dari aturan yang berlaku
bahwa rumah kost yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 itu dikenakan
pajak hotel. Sebagaimana penjelasan kepala bidang pendapatan asli daerah
Kota Palopo bapak Drs H Pardi:
“Rumah kost yang memiliki lebih dari 10 kamar dikenakan pajak hotel
sesuai dengan aturan yang berlaku di kota palopo baik itu
bangunannya permanen ataupun semi permanen  tetap dikenakan
pajak 10 persen dari jumlah yang akan dibayar oleh subjek pajak”.
(wawancara dengan kepala bidang pendapatan asli daerah,maret
2016)
Pernyataan di atas mengatakan bahwa pengenaan pajak hotel
kategori rumah kos itu, baik bangunan yang besifat permanen atau semi
permanen yang jelasnya memiliki kamar lebih dari 10 tetap dikenakan
berdasarkan peraturan yang berlaku di kota Palopo. Pajak yang dikenakan
terhadap pajak rumah kost ini sangat menambah pendapatan asli daerah di
kota palopo. Adapun gambaran pendapatan yang diterima dari pajak rumah
kost yang di kategorikan sebagai hotel di Kota Palopo dapat di lihat pada
tabel 4.6 sebagai berikut :
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Tabel 4.6 Pendapatan Pajak Hotel Kategori
Rumah Kost Tahun 2013-2015
Tahun Jumlah rumah kost
Pendapatan yang diterima
setahun (Rp)
2013 10 Rp 6,695,000
2014 14 Rp 21,661,400
2015 34 Rp 53,409,650
Jumlah Rp 81,766,050
Sumber Data : DPPKAD Kota Palopo 2015
Pendapatan asli daerah di bidang pajak rumah kost yang di
kategorikan sebagai hotel pada tahun 2013 sampai dengan 2015 terjadi
peningkatan. Sebanyak 20 wajib pajak baru yang terdata dari tahun 2014-
2015 disebabkan karena petugas yang ditunjuk oleh  DPPKAD yang terjun
langsung mencari wajib pajak yang belum terdaftar baik itu yang baru
maupun wajib pajak lama agar terdaftar sebagai wajib pajak di dinas
pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD), sehingga
pendapatan asli daerah di bidang pajak rumah kost  pada tahun tersebut
terealisasi namun  peningkatan ini masih belum signifikan karena masih
adanya pemilik rumah kos yang keberadaanya tersembunyi dan enggan
untuk melaporkan ke DPPKAD. Data rumah kost yang terdapat di kota
palopo juga belum lengkap baik itu di yang diterima dari masing-masing
kecamatan maupun data dari kantor perizinan terpadu. Hal tersebut di
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ungkapkan oleh Bapak Drs. H Pardi selaku kepala bidang pendapatan asli
daerah :
“pendataan rumah kost yang dikenakan pajak hotel itu dilakukan
secara persuasif karena masih kurangnya pemahaman dari pemilik
rumah kost tentang Peraturan daerah kota palopo no 2 tahun 2011
tentang pajak daerah bahwa rumah kost yang memiliki lebih dari 10
kamar itu dikenakan pajak hotel 10 %. Cara ini dilakukan untuk
memberikan kesadaran bagi si pemilik rumah kost untuk memenuhi
kewajibannya seperti yang telah diatur dalam peraturan  daerah di
kota palopo ”.
Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa masih kurangnya
pemahaman para pengusaha rumah kos tentang aturan yang berlaku di kota
palopo bahwa rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar itu dikenakan
pajak hotel. Tetapi wajib pajak yang sudah terdaftar baik itu lama ataupun
baru tetap terus kami berikan sosialisasi tentang perkembagan aturan yang
berlaku. Pengenaan pajak ini dapat dilihat dengan jelas bahwa penerimaan
pendapatan yang di dapatkan dari tahun 2013-2015 terus mengalami
peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2015 terjadi peningkatan
yang sangat tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnnya dalam hal ini
penerimaan pajak rumah kost yang dikenakan pajak hotel.
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4.4. Penentuan Objek Pajak, Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Tarif
Pajak
4.4.1. Objek Pajak
Dalam pasal 3 ayat 2 mengatakan bahwa objek pajak hotel yang
termasuk di dalamnya wisma,losmen dan rumah kos yang disediakan oleh
hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan
hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk
fasilitas olahraga dan hiburan, pasal 3 (3)  menyatakan bahwa : yang tidak
termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2). jasa
tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau
pemerintah daerah, b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;,
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa
tempat tinggal rumha sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan
panyi sosial lainnya yang sejenis; dan, e. jasa biro perjalanan atau perjalanan
wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh
umum. Sebagaimana yang dimaksud dalam wawancara  kepala bidang
pendapatan asli daerah bahwa :
“objek pajak dalam hal ini adalah hotel yang termasuk didalamnya
wisma dan rumah kos , baik itu rumah kos permanen ataupun semi
permanen yang jelasnya rumah kost yang memilik jumlah kamar lebih
dari 10 itu dikenakan pajak hotel sebanyak 10 Persen sesuai dengan
aturan perundang-undangan yang berlaku.” (wawancara dengan
kepala bidang penapatan asli daerah, maret 2016)
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Pernyataan di atas mengatakan bahwa pajak hotel termasuk di
dalamnya adalah pajak wisma dan rumah kos, baik itu bangunan yang
bersifat permanen ataupun semi permanen itu tetap dikenakan pajak hotel
sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku bahwa apabila
julah kamar memiliki lebih dari 10.
Pengenaan pajak hotel berdasarkan atas aturan yang berlaku apabila
jumlah kamar kos lebih dari 10 itu dikenakan pajak hotel. Pendataan dan
pendaftaran dilakukan dengan secara teliti dengan pemilik rumah kos harus
melampirkan bukti-bkti yang tertera dalam peraturan walikota pasal 2 ayat (1)
sampai dengan (7) bahwa pendaftaran itu dilakukan menggunakan surat
pemdaftaran objek pajak daerah (SPOPD) yang diambil wajib pajak untuk
mendaftrakan usaha yang dia miliki sebelum membuka usaha rumah kos
yang dia miliki. Surat pendaftaran itu diisi sesuai dengan apa yang menjadi
pesyaratan dalam aturan agar dalam penentuan siapa yang mempunyai
rumah kos dan siapa yang melakukan pembayaran itu adalah pemilik kos itu
sendiri seperti yang tertera dalam SPOPD dengan tanda tangan wajib
pajak(pemilik kos). Tetapi dalam melakukan pembayaran itu juga dapat
diberikan kuasa kepada keluarga yang dicantumkan namanya dalam surat
kuasa untuk melakukan pembayran pajak kos  apabila pemilik kos sedang ke
luar negeri dan tidak bisa untuk melakukan pembayaran. Sebagaimana
wawancara dengan kepala bidang pendapatan asli daerah bapak H Pardi
menyatakan bahwa :
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“masih banyaknya rumah kos yang baru belum terdaftar itu
dikarenakan kurangnya kesadaran bagi para pengusaha rumha kos
untuk mendaftrakan usahanya  dan masih banyak juga rumah kos
baru yang tidak terlihat keberadaannya”.
Berdasarkan pernyatan di atas dapat di simpulkan bahwa kurangnya
kesadaran pemilik rumah kos untuk mendaftarkan usaha yang da miliki itulah
menjadi problem pemerintah dalam hal ini DPPKAD untuk mendata rumah
kos (objek pajak) yang baru.
Adapun tabel objek pajak rumah kos yang dkenakan pajak hotel dari 9
kecamatan yang ada di Kota Palopo hanya ada 4 kemacatan yang memiliki
jumlah kamar yang lebih dari 10 sebagaiamana tabel 4.7 sebagai berikut :
Tabel 4.7 Jumlah Objek Pajak Hotel yang Terdaftar
No Merk Usaha Nama WP Alamat
Kecamatan Wara Utara
1 Kost Cendrawasih Soari Jl. Dr. Ratulangi
2 Kost Berkah Hj. Harisa Jl. Cempaka Balandai
3 Kost Annisa H. Ridwan Jl. Cempaka Balandai
4 Kost Adi Jaya Asmadi Jl. S. Rongkong
5 Kost Boarding House Rini Jl. S. Rongkong
6 Kost Wijaya H. Jainuddin Jl. S. Rongkong
7 Kost Bandung Alimus Jl Tupai
8 Kost Aldira Ma’mur Pipi A.Kambau Jl. Yusuf Arif
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Kecamatan Wara Selatan
9 Kost Banawa Mandiri H. Rauf Jl. Banawa
10 Kost Ratu Hj. Kartini Ansir Jl. Banawa
11 Kost Manis Rita Jl. Binturu Lrg 1
12 Kost Biru Rahmat Jl. Binturu
13 Kost Mutiara Aciang Jl. Binturu
Kecamatan Wara
14 Kost Dahlia Hj.Sabanur Jl.Dahlia III Anggrek
15 Kost Nurul An Ir. Hj. Ihmaniar Jl. Dahlia III Anggrek
16 Kost Kost Dahlia 4 Hernawati Jl. Dahlia IV Anggrek
17 Kost Griya Nurul Drg. Cenceng Jl. Anggrek
18 Kost Idola Yusraini Jl. Mangga
19 Kost Wahyu Hj. Hasma Dupang Jl. Anggrek no 25
20 Kost Hj. Kartini Hj. Kartini Jl Dahlia I
21 Kost Nancy Darna Jl Dahlia
22 Kost Wasiat H. Darwis Jl. Anggrek Non Blok
23 Kost H. Yusuf H. Yusuf Jl. K.H.A. Rasak
24 Kost Hj. Alia Rajiman Hj. Alia Rajiman Jl. K.H.A. Rasak
25 Kost Anugrah Hj. Suarni Jl A. Djemma
26 Kost Belimbing Syamsu Martin Jl Belimbing
27 Kost Wiri Dr. Wirianto Jl. Pongsimpin
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Kecamatan Wara Timur
28 Kost Resky Awal, SH Jl. Benteng
29 Kost Ungu Hj. Hamida Jl. Benteng
30 Kost Green Willyam Jl. Merdeka
31 Kost Villa Sari Hj. Sarinah Jl. Libukang Permai
32 Kost Evan Suhura Jl. Libukang Permai
33 Kost Orange Rinto Jl. Merdeka
34 Kost Alisya Abd. Bakri Jl. Merdeka
35 Kost We Cudai Rita Wahyu Jl. We Cudai
Sumber data DPPKAD Kota Palopo
Berdasarkan tabel di atas bahwa penulis meninjau langsung di
lapangan jumlah objek pajak (rumah kos) di tiap kecamatan yang memiliki
rumah kos yang lebih dari 10 kamar itu dapat disimpulkan bahwa rumah kos
(objek pajak) di kecamatan wara yang memiliki jumlah rumah kos lebih
banyak di banding  kecamatan lain di karenakan berada di pusat kota dan
banyaknya Universitas dan STIKES terdapat di kecamatan tersebut. Akan
tetapi jumlah objek pajak (rumha kos) yang ada di Kota Palopo berdasarkan
tinjauna penulis di lapangan namun kurangnya data real baik itu dari
Kecamatan, Kelurahan , Kantor Perizinan Terpadu serta Badan Pusat
Statistik belum ada data yang pasti tentang jumlah objek pajak (rumah kos)
yang dikenakan pajak hotel  di Kota Palopo.
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4.4.2. Subjek Pajak
Dalam Pajak Hotel subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana
konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang
membayar (menanggung) pajak. Sementara orang pribadi atau badan yang
mengusahakan jasa penginapan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang
diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan
melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Subjek pajak hotel adalah
orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi
atau badan yang mengusahakan hotel pengertian ini diatur dalam Peraturan
daerah No 2 tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 4 (1) mengatakan
bahwa subjek pajak adalah orang probadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak.
Subjek pajak hotel dalam hal ini adalah pengguna rumah kost atau
orang yang menikmati yang selaku pembayar pajak. Pengguna rumah kos
biasanya tidak mengetahui tentang pajak yang dikenakan padanya dia hanya
membayar berapa jumlah yang ditetapkan oleh pemilik rumah kos yang harus
dibayar dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.  adanya hal lain
baik  itu mengenai pembayaran listrik dan air itu tergantung dari kesepakatan
bersama, apakah sudah termasuk dari jumlah pembayaran rumah kost atau
tidak. Itu tergantung dari kesepakatan antara subjek pajak dengan pemilik
rumah kost. Sebagaimana wawancara dengan beberapa pengguna rumah
kost selaku subjek pajak yang mengatakan bahwa:
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“kami hanya disuruh membayar berapa jumlah yang ditetapkan oleh
pemilik rumah kost dalam jangka waktu yang ditentukan dan
kesepakatan bersama, yang kami tahu hanya masalah pembayaran
listrik dan air karena itu dibicarakan sebelum menempati kamar
tersebut serta peraturan yang telah diatur oleh si pemilik rumah kos,
mengenai masalah pajak yang ternyata dikenakan kepada kami itu
tidak ada pemberitahuan dari si pemilik rumah kost” (wawancara
dengan subjek pajak, maret 2016)
Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya
pemberitahuan dari pemilik rumah kos tentang pajak rumah kos sebanyak
10% yang dikenakan kepada pengguna rumah kost, yang ada yaitu
kesepakatan awal tentang berapa sewa yang harus di bayarkan.
Pengenaan pajak 10 % dari pendapatan itu memang telah di atur dalm
peraturan yang berlaku jadi kontrak kamar 1,2, ataupun 6 bulan itu
tergantung dari pemilik kos berapa yang dia kenakan kepada pengguna
sebagaimana dalam pemungutan self asessment pemilik kos menghitung
dan memperhitungkan sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah
dalam hal ini DPPKAD.
Pengguna rumah kos (subjek pajak) dalam  mengontrak kamar baik itu
1,2 ataupun 6 bulan itu tergantung berapa jumlah yang diberikan kepada
pemilik kos karena besaran tariff itu ditentukan pemilik kos itu sendiri karena
pembayaran pajak dilakukan terhadap jumlah kamar yang terisi setiap
bulannya jadi mengenai masalh tariff 1,2, ataupun 6 bulan itu di tetapkan
pemilik kos karena pendapatan setiap bulan dari pemilik kos itu di kali
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dengan 10 % . Sebagaimana wawancara dengan salah satu pengguna
rumah kos Muh Iksan mengatakan bahwa :
“di sini saya ngontrak 5 bulan dengan biaya per bulannya 400.000
totalnya 2.000.000 semuanya jadi besaran tariff yang dikenakan
kepada saya itu setiap bulannya sama saja 4 ratus ribu dan itu sudah
ada penjelasan dari si pemilik rumah kos tentang adanya pengenaan
pajak kepada saya untuk setiap bulannya, jadi besaran tariff yang
dikenakan kepada saya itu tiap bulannya 400.000 di kali 10% dari
aturan yang berlaku”.
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sudah
adanya pemberitahuan serta pemahaman dari pemilik dan pengguna
terhadap pengenaan pajak 10 % setiap pendapatan yang dia miliki pemilik
kos setiap bulannya serta pemahaman muh iksan selaku pengguna tentang
pajak rumah kos seperti yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
4.4.3. Wajib Pajak
Dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah
bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan
hotel, pasal 4 dan pasal 1 angka 35 berisi tentang wajib pajak adalah orang
pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah . Yang
selanjutnya diatur dalam Walikota No. 27 Tahun 2011 tentang petunjuk
pelaksanaan pemungutan pajak hotel pasal 1 angka 8 mengatakan bahwa
wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
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pemungut pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah. Adapun perkembangan jumlah wajib pajak hotel kategori
rumah kos dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut :
Gambar 4.2 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Rumah Kos yang
Terdaftar di Kantor DPPKAD dari tahun 2013-2016
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan
rumah kost yang telah terdata di DPPKAD Kota Palopo mengalami
peningkatan. Sebagaiamana perkembangan jumlah Wajib Pajak yang
terdaftar pada tahun 2013-2015  mengalami peningkatan yang cukup baik.
Tetapi peningkatan ini belum sepenuhnya terjaring. Untuk meminimalisir
wajib pajak yang belum terdaftar Pihak DPPKAD mengarahkan petugas
UPTD untuk mendata Wajib Pajak baru, agar tidak ada kecurangan yang
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dilakukan pihak Wajib Pajak. Jika ada Wajib pajak yang belum terdaftar,
maka pihak DPPKAD memberi Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak
tersebut bahawa ia seharusnya mendaftar sebagai Wajib Pajak dan
berkewajiban membayar pajak. Jika Wajib Pajak masih belum
menanggapinya, maka pihak DPPKAD akan mengirim surat lagi yaitu berupa
Surat Panggilan untuk Wajib Pajak tersebut. Sebagaimana diungkapakan
kepala bidang pendapatan asli daerah kota palopo :
“Data wajib pajak masih banyak yang belum terdaftar baik itu wajib
pajak lama maupun yang baru itu dikarenakan kurangnya kesadaran
serta data yang belum lengkap dari kelurahan yang ada di kota palopo
maupun dari kantor perizinan terpadu (KPT) itulah yang menjadi
masalah kami dalam penentuan wajib pajak hotel kategori rumah
kost”. (wawancara kepala bidang pendapatan asli  daerah, maret
2016)
Dari hasil wawancara yang ada di atas maka dapat dikatakan bahwa
masih banyak pemilik rumah kos yang yang lebih dari 10 kamar yang belum
terdaftar diakibatkan oleh kurangnya data yang ada di kantor kelurahan serta
data yang ada di kantor KPT yang membuat pihak dari DPPKAD susah
dalam menentukan wajib pajak, Wajib pajak dalam hal ini pemilik rumah kost
yang mempunyai lebih dari 10 kamar dikenakan pajak  sesuai dengan aturan
perundang-undangan. Wajib pajak adalah pemilik rumah kos itu sendiri,
mengenai penetuan wajib pajak itu seperti yang dijelaskan di atas semua
pemilik kos yang mempunyai jumlah kamar lebih dari 10 itu wajib ditetapkan
sebagai wajib pajak berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku.
Wawancara dengan pemilik kos :
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“lihat saja kost yang saya punya hanya bangunan yang semi
permanen (kayu) dengan jumlah kamar 12, merasa terbebani dengan
pengenaan pajak ini, seharusnya ada penjelasan mengenai rumah kos
seperti apa yang dikenakan pajak hotel karena pemerintah hanya
berpedoman pada jumlah kamar kamar yang lebih dari 10, seperti
tetangga saya punya bangunan kos juga tapi tidak dikenakan pajak
hotel padahal bangunannya bersifat permanen tetapi jumlah kamar
cuman 9 dan jumlah pendapatan yang dia daptkan lebih banyak dari
pada saya”
Pendapat lain juga dikatakan oleh pemilik rumah kos yang mengatakan
bahwa :
“kami belum paham bahwa yang dikenakan pajak itu adalah pengguna
rumah kost atau orang yang menyewa kamar sebagai tempat tinggal
atau penginapan, itu dikarenakan kurangnya pemahaman kami
tentang pengenaan pajak yang ternyata dikenakan kepada penyewa
kamar”
Dari pernyataan di atas bahwa tidak adanya penjelasan mengenaii
rumah kost yang bersifat apa yang dikenakan pajak hotel karena pemerintah
hanya berpedoman pada Peraturan yang berlaku yaitu jumlah kamar dan
pemilik rumah kos yang belum tahu bahwa yang dikenakan pajak itu adalah
pengguna rumah kos (subjek pajak) itu sendiri. Masih adanya wajib pajak
yang kurang memahami aturan tetapi pihak DPPKAD terus berikan
sosialisasi baik itu dilakukan di rumah jabatan walikota dan di pantai labombo
dengan mengumpulkan para wajib pajak untuk diberikan pemahaman agar
dia tahu bahwa yang dikenakan pajak itu bukan dari wajib pajak melainkan
pengguna rumah kos (subjek pajak).
83
4.4.4. Tarif Pajak
Tarif pajak hotel sendiri diatur dalam Peraturan Daerah No 2 tahun
2011 bahwa tarif yang dikenakan 10 % dan dasar pengenaan pajak hotel
adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayarkan kepada hotel.
Selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota No. 27 tahun 2011 pasal 6
mengatakan tarif pajak hotel ditetapkan 10 % dan pasal 7 berisi pajak hotel
dihitung untuk setiap bon penjualan atau bill yang dikeluarkan oleh wajib
pajak dan atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung atau tamu hotel.
Besaran pajak yang dikenakan dari Subjek Pajak adalah 10% (sepuluh
persen) dari jumlah nilai bruto persewaan, maka setiap penghasilan yang
merupakan nilai yang didapatkan dari persewaan dimaksud, wajib dikenakan
Pajak Penghasilan yang besarnya 10% (sepuluh persen). Penjelasan
mengenai Pajak Penghasilan di atas, menunjukan bahwa usaha
menyewakan kamar-kamar kos merupakan salah satu Objek Pajak. Hal
tersebut juga di ungkapkan oleh kepala seksi pengelolaan pajak daerah
bapak Muh Arfan Muhtar SE yang mengatakan bahwa :
“tarif pajak hotel dalam hal ini rumah kos yang lebih dari 10 kamar itu
dikenakan 10 % (persen) dari pendapatan atau sewa kost yang
diterima setiap kamar yang terisi, jadi perumpaanya adalah jika sewa
kamar pertahun 4 juta maka 4 juta dikalikan dengan 10% kemudian
dibagi 12 bulan hasilnya adalah Rp. 33.000 per bulanya dan 400.000
dalam per/tahun, wajib pajak atau pemilik rumah kost di suruh untuk
menentukan sendiri berapa jumlah sewa kost atau kamar  yang
ditetapkan, jadi saya selaku kepala seksi pengelolaan pajak daerah
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tidak mengetahui berapa jumlah yang ditetapkan oleh pemilik rumah
kost setiap kamar”
( wawancara dengan kepala seksi pengelolaan pajak daerah, maret
2016 )
Dari pernyataan di atas mengatakan bahwa pemungutan pajak hotel
kategori rumah kost itu dikenakan 10 % sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku di kota palopo dari pendapatan pemilik rumah kost.
Pendapatan yang diterima wajib pajak itulah yang menjadi acuan dalam
pemungutan pajak hotel kategori rumah kost. Persoalan lain yang lain diatur
dalam peraturan bahwa jumlah sewa kamar itu ditetapkan sendiri oleh pemilik
rumah kost selaku wajib pajak jadi pemerintah dalam hal ini DPPKAD hanya
mengetahui berapa jumlah kamar yang terisi dari wajib pajak itu sendiri.
Ketentuan besaran tarif membuat banyak pengusaha rumah kos
mengeluh karena merasa keberatan dengan tarif yang telah ditetapkan
sebesar 10%. Mereka beranggapan bahwa rumah kos tidak bisa disetarakan
dengan hotel yang mempunyai fasilitas mewah. Mereka mengaku bahwa
penghasilan mereka tidak besar untuk usaha rumah kos ini, jika membayar
pajak sebesar 10%, berapa lagi keuntungan yang mereka dapatkan. Mereka
mengharapkan pemerintah daerah dapat mengkaji ulang mengenai besaran
tarif tersebut. Pajak rumah kos, seharusnya mempunyai peraturan yang
berdiri sendiri dan tidak disetarakan dengan hotel. Sehingga tarifnya bisa
disesuaikan dan para Wajib Pajak bisa lebih menerima karena usaha rumah
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kos tersebut tidak disetarakan dengan Pajak Hotel, hal tersebut diungkapkan
oleh pemilik rumah kos Hj. Alia Rajiman Yang mengatakan bahwa :
“Seharusnya pajak rumah kos tidak bisa disetarakan dengan hotel
karena dilihat dari bangunan dan fasilitas yang dimiliki sangatlah jauh
dengan hotel , dilihat dari penghasilan yang didapatkan oleh rumah
kos dan hotel, jelas sangatlah jauh”.
Hal senada juga di ungkapkan oleh pemilik rumah kos Bandung
dengan pemilik bernama Alimus S.pd yang mengatakan bahwa :
“Saya rasa pajak rumah kos itu terlalu tinggi, masa antara pajak hotel
dan rumah kos disamakan, sebaiknya ada aturan tersendiri khusus
rumah kos, agar pihak dari pemerintah dan kami sebagai pemilik
rumah kos sama- sama tidak dirugikan”.
Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pemilik rumah
kos banyak yang merasa terbebani dengan disetarakannya tarif pajak rumah
kos dengan pajak hotel, mereka beranggapan bahwa perlu adanya aturan
khusu tentang perhitungan tarif pajak rumah kos.
Pengenaan tentang tariff pajak tiap kamar kos itu tergantung dari isi
atau peralatan yang tersedia dalam kamar kos apakah sudah ada atau tidak
itu tergantung dari pemilik kos itu sendiri. Misalkan dalam kamar itu terdapat
AC, kulkas dan televisi berarti jumlah tariff kamar itu melebihi dari kamar yang
lain walaupun luas dan kondisi tempat yang sama bagusnya akan tetapi di
bedakan atas dasar peralatan seperti yang dijelaskan di atas tadi itu sudah
tersedia jadi pengguna kamar kos (subjek pajak) tidak perlu lagi repot
membeli karena sudah disediakan oleh pemilik kos (wajib pajak) tapi dengan
tariff kamar kos yang berbeda dengan kamar lainnya.
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4.5. Pemungutan Pajak
Pemungutan  pajak hotel kategori rumah kost yang sepenuhnya
menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah. Pengelolaan pajak rumah kost merupakan kegiatan yang perlu
dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik antara satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  terkait pengelola pajak rumah kost. Ini
dterapkan agar dapat berhasil mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota No 27 tahun
2011 pasal 1 angka 18 bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
wajib pajak serta pengawasan setorannya.
Sistem pemungutan pajak yang diterapkan atas jenis pajak ini adalah
self assessment system. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib
Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri,
khususnya dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang,
menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah dan kemudian melaporkannya
kepada petugas pajak. Pemungutan pajak hotel kategori rumah kost yang
berjumlah lebih dari 10 kamar dipungut dengan system self-Assessment yang
memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
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Pasal 9 (1) dan pasal 9 (2) berisi bahwa Wajib pajak dalam
menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD (Peraturan
Walikota Nomor 27 tahun 2011). Sistem pemungutan pajak secara Self
Assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak
terhutang Sehingga de ngan demikian dapat diartikan bahwa wajib pajak
memiliki peranan penting dalam kewajiban perpajakannya, wajib pajak
dituntut untuk aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan
hingga melaporkan sendiri pajak yang terutang.
Dalam hal mekanisme pembayaran dari pajak hotel kategori rumah
kost, peneliti telah melakukan proses wawancara secara langsung dengan
pihak Dinas pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palopo. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak H. Pardi, seperti berikut:
“Mekanisme pembayaran pajak kos ini adalah self assessment jadi ini
menghitung pajak sendiri ya pak ..... Jadi hal ini ya diterapkan karena
kan kamar kos tidak terus penuh terisi sehingga hanya pemilik kos
yang tahu berapa jumlah kamar yang terisi bulan ini. Sehingga ini juga
istilahnya kita menguji kejujuran dari wajib pajak.tapi ya tetap kita cek,
jika tidak sesuai ya kami turun ke lapangan.”
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kepala
bidang pendapatan asli daerah Kota Palopo sangat memberikan respon
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positif kepada pemilik usaha rumah kost dengan kebijakan yang ini Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Palopo dalam
menganut sistem self assessment . Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu
Wiwik yang mengatakan bahwa :
“Ya kalau untuk pembayaran pajaknya ya memang enak menghitung
sendiri karena yang tahu berapa kamar yang terisi ya kami pemilik kos.
Jadi kita menghitung sendiri karena yang tau persis ya cuma kita, lalu
melapor sendiri. Namun  tetap ada di cross check oleh pihak
DPPKAD.”
Respon positif dari para pemilik usaha kos sebagai wajib pajak dalam
melakukan mekanisme pembayaran secara self assessment dirasa dapat
berhasil jika wajib pajak memiliki kejujuran dan kesadaran diri yang tinggi,
kemauan untuk membayar pajak dan juga kedisiplinan wajib pajak dalam
melaksanakan peraturan perpajakan. Namun tindakan wajib pajak tersebut
tidak akan berjalan efektif jika tidak ada kebijakan berarti dari pemerintah
dalam mensosialisasikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak.
Wajib pajak dapat melakukan Pembayaran pajak hotel yang
dikategorikan sebagai rumah kos dengan dengan alur-alur sebagai berikut :
1. Alur STPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) merupakan surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan perpajakan daerah yang dimabil di kantor Dinas
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo
oleh wajib pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak) merupakan bukti
pembayaran atau penyetoran pajak ke kas daerah.
a) SPTPD dan SSP disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
b) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah
mendistribusikan ke petugas-petugas pemungut
c) Petugas pemungut dari Instansi yang bersangkutan melayani dan
melaksanakan pemungutan dengan menyerahkan nota
perhitungan atau  SPTPD dan SSP kepada Wajib Pajak.
d) Wajib pajak bisa melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk
pemerintah kota palopo dengan membawa SPTPD dan
mencantumkan di dalamnya pajak 10 % (persen) dan slip
pembayaran di bank di bawa ke DPPKAD untuk dibuatkan SSP
(Surat Setoran Pajak ).
Pembayaran dari Petugas pemungut menerima pembayaran
atas pungutan pajak Daerah, Petugas pemungut harus menyetor tiap
bulan seluruh penerimaan atas pembayaran Pajak Daerah kepada
bendahara khusus DPPKAD dan selanjutnya disetor ke Bank Sul-Sel
yang ditunjuk pemerintah Kota Palopo.
2. Pembayaran pajak rumah kost juga dapat dilakukan di bank yang
ditunjuk oleh pemerintah Kota Palopo dalam hal ini Dinas Pendapatan
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Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Palopo dan bukti slip pembayaran
dari bank dilaporkan ke Bendahara Khusus penerima pendapatan
pengelolaan keuangan dan aset daerah . Sebagaimana wawancara
dengan kepala Bidang Pendapatan asli daerah bapak Drs.H Pardi :
“pembayaran pajak rumah kost dapat dilakukan melalui bank Sul-Sel
,dan slip pembayarannya itu dibawa ke DPPKAD untuk dibuatkan bukti
setoran pajak daerah dan ada juga petugas pemungut yang ditunjuk
untuk mendatangi wajib pajak dengan membawa Surat pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD)  dan surat setoran pajak (SSP) dan
selanjutnya pihak DPPKAD membuatkan surat bukti telah melakukan
pembayaran” (wawancara dengan kepala bidang pendapatan asli
daerah, maret 2016)
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alur
pembayaran pajak rumah kos terdiri dari 2 cara, salah satu caranya yaitu
dengan melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk oleh pemerintah kota
palopo kemudian bukti pembayarannya diserakan kepada bendahara khusus
DPPKAD yang menangani pajak hotel yang termasuk di dalamnya wisma
dan rumah kos dan selanjutnya pihak DPPKAD membuatkan bukti
pembayaran telah melakukan pembayaran pajak hotel. Adapun gambar surat
setoran pajak (SSP) dan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)
sebagai berikut :
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Gambar 4.3 Surat Setoran Pajak (SSPD)
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Gambar 4.4 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
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4.6. Faktor-faktor yang memepengaruhi pengelolaan pajak hotel
kategori rumah kost
Pengelolaan pajak rumah kos di kota palopo tentunya tidak terlepas
dari faktor-faktor yang berpengaruh, baik faktor pendukung diantaranya
adalah sosialisasi serta kejelasan isi aturan maupun faktor penghambat,
diantaranya adalah wajib pajak belum terdaftar, pemahaman pemilik rumah
kos terhadap aturan yang ada serta kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.
4.6.1. Faktor penghambat pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos
4.6.1.1. Wajib Pajak yang belum terdaftar
Pajak Hotel atas rumah kos merupakan suatu jenis pajak yang baru
diterapkan di Kota Palopo, Masih adanya pengusaha rumah kos yang belum
mendaftarkan usahanya, membuat pihak DPPKAD harus mengarahkan
petugasnya untuk mendata di lapangan mengenai rumah kos yang lebih dari
sepuluh kamar yang belum terdaftar. Lokasi rumah kos yang kurang strategis
cukup menyulitkan petugas untuk mendata rumah kos tersebut. Agar lebih
memudahkan berbagai pihak,. Sebagaimana dalam wawancara dengan
kepala seksi pengelolan pajak daerah bapak Muh Arfan Muhtar SE bahwa  :
“masih banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan rumah
kostnya menjadi penghalang bagi kami dalam menentukan jumlah
wajib pajak setiap tahun dan cara kami lakukan terjun langsung ke
lapangan bertemu  dengan pemilik rumah kos dan menjelaskan secara
rinci tentang pengenaan pajak rumah kost yang dia miliki. (wawancara
dengan kepala bidang pendapatan asli daerah, maret 2016)
94
Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat melihat bahwa banyaknya
wajib pajak yang belum terdaftar di DPPKAD menjadi faktor penghambat
dalam pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos, sebaiknya DPPKAD
mengadakan pendaftaran secara online, dan para petugas melakukan
pengawasan dan pemeriksaan lebih ketat terhadap para pemilik rumah kos
yang belum terdaftar. Adapun tabel objek pajak yang terdaftar dan tidak
terdaftar di tiap kecamatan yaitu :
Tabel 4.8 Jumlah Objek Pajak di Kecamatan Wara
No Nama WP Kecamatan
Wajib Pajak
Sudah terdaftar Belum terdaftar
1 Kost Wijaya
WARA
UTARA

2 Kost Adi Jaya 
3 Kost RSS 
4 Kost Boarding House 
5 Kost Iwan 
6 Kost Bandung 
7 Kost Annisa 
8 Kost Berkah 
9 Kost Aldira Ma’mur 
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa masih adanya
wajib pajak yang belum terdaftar yan terdapat di kecamatan wara utara itu
dkarenakan akses jalan yang kurang baik dan tersembunyinya rumah kos itu
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menyebabkan pemerintah dalam hal ini DPPKAD sulit untuk menemukannya
dan mendaftarkannya sebagai wajib pajak, kurangnya juga kesadaran dari si
pemlik untuk melaporkan usaha yang dimilikinya.
Tabel 4.9 Jumlah Objek Pajak di Kecamatan Wara
No Nama WP Kecamatan
Wajib Pajak
Sudah terdaftar Belum terdaftar
1 Kost Hj.Kartini
W
A
R
A

2 Kost Wahyu 
3 Kost Hj.Alia Rajiman 
4 Kost Idola 
5 Kost Wasiat 
6 Kost Nancy 
7 Kost Anugrah 
8 Kost H.Yusuf 
9 Kost Griya Nurul 
10 Kost Wiri 
11 Kost Belimbing 
12 Kost Dahlia IV 
13 Kost Nurul An 
14 Kost Dahlia 
Sumber data ; DPPKAD Kota Palopo
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Tabel 4.10 Jumlah Objek Pajak di Kecamatan Wara Selatan
No Nama WP Kecamatan
Wajib Pajak
Sudah terdaftar Belum terdaftar
1 Kost Manis
WARA
SELATAN

2 Kost Adyt 
3 Kost Banawa Mandiri 
4 Kost Biru 
5 Kost Ratu 
6 Kost Mutiara 
Tabel 4.11 Jumlah Objek Pajak di Kecamatan Wara Timur
NO Nama WP Kecamatan
Wajib Pajak
Sudah terdaftar Belum terdaftar
1 Kost Orange
WARA
TIMUR

2 Kost Green 
3 Kost Villa Sari 
4 Kost We Cudai 
5 Kost Evan 
6 Kost Ungu 
7 Kost Rezky 
8 Kost Alisya 
Sumber data ; DPPKAD Kota Palopo
97
Berdasarkan tabel 4.8 sampai 4.11 penulis mendapat adanya kos
yang tidak terdaftar di DPPKAD yang ada di kecamatan wara selatan
berjumlah 1 wajib pajak jumlah kamar 12 dengan nama pemilik kos Bapak
Aswat yang berprofesi sebagai petani sawah dan di kecamatan wara utara
ada 2 wajib pajak yang belum terdaftar di karenakan kurangnya pemahaman
serta kesadaran dari pemilik kos dan akses jalan yang kurang baik jadi
pemerintah dalam hal ini DPPKAD sulit untuk melihat keberadaannya.
4.6.1.2. Pemahaman
Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah
cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.
Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas
cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Banyak diantara pemilik
rumah kos yang tidak paham dengan adanya aturan pajak hotel kategori
rumah kos karena mereka tidak hadir dalam sosialisasi-sosialisai yang di
adakan oleh pemerintah kota palopo khususnya pihak DPPKAD, hal tersebut
diungkapkan oleh kepala seksi pengelolaan pajak daerah Bapak Muh Arfan
Muhtar, SE yang mengatakan bahwa :
“Kami kerapkali melakukan sosialisasi peraturan mengenai adanya
pajak hotel kategori rumah kos yang berjumlah lebih dari 10 kamar
dan kami mengundang beberapa wajib pajak namun seringkali yang
hadir dalam pertemuan hanyalah sedikit sehingga yang memahami
pajak hotel kategori rumah kos ini hanyalah segelintir dari para pemilik
rumah kos (wajib pajak) tetapi kami juga dari pihak DPPKAD selalu
melakukan pendataan secara langsung di berbagai rumah kos yang
baru tetapi mustahil juga kalau kos yang baru semuanya di kunjungi
98
pasti ada yang tidak di kunjungi seperti rumah-rumah kos yang
tersembunyi keberadaanya”
Dari hasil wawancara yang ada di atas penulis melihat pemahaman
terhadap pajak hotel kategori rumah kos memang merupakan hal yang
sangat penting dalam hal pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos,
apabila banyak dari wajib pajak tidak paham terhadap aturan yang ada maka
dapat menjadi faktor yang menghambat dalam mengelola pajak, sebaiknya
para wajib pajak diberi pemahaman yang lebih mengenai manfaat pajak dan
kemana uang pajak akan diguanakan melalui sosialisasi dan dilakukan
pendekatan terhadap Wajib Pajak agar para Wajib Pajak lebih merasa
pentingnya membayar pajak.
4.6.1.3. Kepatuhan Dan Kesadaran Wajib Wajak
Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan
tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik,
baik laporan bulanan maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib
pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar.
Ketidakpatuhan wajib pajak yang lebih buruk dari sekedar tidak
menyampaikan SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) tepat waktu
adalah ketidakpatuhan dengan sengaja hanya melaporkan sebagian kegiatan
usaha.
Di dalam ketetapannya, Wajib Pajak rumah kos harus membayar pajak
setiap satu bulan, dengan tarif sebesar 10% dari penghasilannya. Tetapi dari
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hasil wawancara banyak Wajib Pajak rumah kos yang menunggak untuk
pembayarannya dan baru disetorkan langsung dalam hitungan satu tahun.
Para Wajib Pajak tersebut mempunyai berbagai alasan, seperti mereka tidak
mempunyai waktu untuk membayarnya setiap dalam hitungan satu bulan.
Apa yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menggelapkan utang pajak dapat
dipahami, karena manusia diciptakan Tuhan sangat menyukai harta benda
dan akan berusaha sekuat tenaga agar harta benda yang dimilikinya tidak
beralih kepada pihak lain. Oleh karenanya perlu diberikan sanksi tegas agar
naluri tersebut tidak melanggar kewajiban berbangsa dan bernegara.
4.6.2. Faktor pendukung pengelolaan pajak rumah kost di Kota Palopo
4.6.2.1. Kejelasan isi aturan
Hirarki peraturan perundang-undangan terdapat dalam pasal 7 (2)
Undang-Undang No 12. Tahun 2011 tentang penyusunan peraturan
perundang. Undangan, adapun hirarkinya yaitu :
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
3. Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi ;dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
100
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
pasal 23A berisi tentang pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara di atur dalam Undang-Undang, peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pajak daerah yaitu Undang-Undang No.28
Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah selanjutnya untuk
memperhatikan kekhasan daerah, maka daerah khususnya Kota Palopo
membuat Perda No 2 Tahun 2011 Tentang pajak daerah dan Peraturan
Walikota No 27 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan
pajak hotel yang termasuk di dalamnya wisma dan rumah kos lebih dari 10
kamar, melihat peraturan perundang-undangan yang ada di atas, kejelasan
aturan tentang pajak hotel kategori rumah kos sudah cukup jelas namun
hanya ada beberapa isi dari aturan yang kurang jelas misalnya: bangunan
rumah kos yang seperti apa di kenakan pajak hotel, apakah yang semi
permanen atau permanen hal ini seperti yang di katakan oleh kepala bidang
pendapatan asli daerah yang mengatakan bahwa :
“Pajak hotel kategori rumah kos dilaksanakan atas dasar peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan aturan itu sudah jelas
termaktub dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, ya harus
kita jalankan, namun, memang isi dari peraturan yang ada saya rasa
belum cukup jelas karena belum di tentukan bangunan rumah kos
seperti apa yang di kenakan pajak, apakah yang permanen ataukah
semi permanen tetapi kami dari pihak DPPKAD memang
mempertimbangkan untuk menjelaskan hal itu namun harus
menunggu revisi undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi
daerah karena jangan sampai aturan yang ada di daerah dalam hal ini
Perda dan Perwalkot tumpang tindih dengan peraturan perundang-
undangan yang ada di atasnya.” (wawancara kepala bidang
pendapatan asli daerah, april 2016)
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Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kejelasan
aturan tentang pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos sudah cukup
jelas, penulis melihat bahwa kejelasan aturan ini menjadi faktor pendukung
karena ada aturan yang mengikat untuk  pengelolaan pajak hotel kategori
rumah kos namun masih ada yang perlu  dilakukan penyempurnaan seperti
penentuan bangunan rumah kos seperti apa yang dikenakan pajak apakah
semi permanen ataukah permanen.
4.6.2.2. Sosialisasi
Sosialisasi merupakan salah satu upaya pelayanan pajak yang
memegang peranan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman masyarakat akan perpajakan dan juga meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Sehingga seperti yang peneliti
uraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa kegiatan sosialisasi
merupakan salah satu upaya Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah kota Palopo dalam menerapkan Peraturan Daerah kota Palopo
Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak hotel kategori rumah kost dan Peraturan
Waliota Palopo Nomor 27 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan
pemungutan pajak hotel  kategori rumah kost. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Ibu Tuliastuti S.Sos selaku kepala seksi pengelolaan pajak
daerah yang menyatakan :
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“Sejauh ini sosialisasi pajak kos dilakukan sering kami lakukan melalui
pertemuan dengan semua wajib pajak yang ada di kota palopo
bertempat  di rumah ja batan walikota dan di pantai labombo  yang
secara langsung untuk mensosialisasikan pajak kos ini. (wawancara
dengan kepala bidang pendapatan asli daerah, maret 2016).
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi
memang menjadi suatu cara pemerintah Kota Palopo dalam hal ini pihak
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meberitahukan
kepada semua wajib pajak yang ada di kota palopo mengetahui tentang
aturan mengenai pengelolaan  pajak hotel kategori rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 dikenakan pajak 10 % dari pendapatan yang dia miliki,
penulis melihat bahwa sosialisasi menjadi faktor pendukung dalam
pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos karena dengan mengundang
semua pemilik rumah kos dalam suatu pertemuan yang membahas tentang
aturan yang berlaku di Kota Palopo.
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BAB V
PENUTUP
Bab V merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari
pembahasan sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari
rumusan masalah yang ditetapkan, sedangkan saran merupakan suatu
masukan atau pandangan unruk menjadi bahan perbaikan terhadap suatu hal
yang tidak maksimal dalam praktiknya. Berikut adalah pemaparan
kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos telah dilaksanakan
berdasarkan Undang-Undang  No 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Walikota No 27 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, pengelolaan
pajak hotel kategori rumah kos berawal dari penentuan subjek pajak
(pengguna rumah kos), objek pajak (rumah kos), wajib pajak (pemilik
rumah kos), tariff pajak yang bernilai 10 % dari pendapatan rumah kos,
pemungutan pajak dilakukan dengan cara self assessment yaitu
dengan memberikan kepercayaan kepada pemilik rumah kos untuk
menghitung sendiri besaran pajak yang harus di bayar. Adapun  alur
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pembayarannya dilakukan dengan cara pemilik rumah kos (wajib
pajak) membayar langsung di bank yang telah di tunjuk oleh
pemerintah dalam hal ini bank Sulsel selanjutnya slip pembayaran dari
bank di serahkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan (DPPKAD) untuk
di buatkan surat setoran pajak daerah (SSP) telah melakukan
pembayaran pajak dan cara kedua pihak DPPKAD yang berkunjung
ke pemilik rumah kos (wajib pajak) dengan membawa surat ketetapan
pajak daerah (SKPD) setelah itu pemilik rumah kos (wajib pajak)
membayar pajak kepada petugas, selanjutnya dibuatkan surat setoran
pajak daerah (SSP) oleh pihak DPPKAD.
2. Pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos, muncul berbagai faktor-
faktor yang berpengaruh, adapun faktor yang berpengaruh dalam
pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Palopo adalah
banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar dikarenakan data dari
kecamatan/kelurahan dan kantor perizinan terpadu (KPT) belum
lengkap mengenai jumlah rumah kos (objek pajak) serta sulitnya
pendataan yang dilakukan oleh DPPKAD terhadap rumah kos yang
sulit dijangkau, faktor yang selanjutnya berpengaruh yaitu pemahaman
pemilik rumah kos (wajib pajak) terhadap aturan yang ada serta
kepatuhan dan kesadaran dari pemilik rumah kos (wajib pajak) yang
masih kurang. Namun demikian, faktor lain yang bersifat sebagai
pendukung adalah sosialisasi yang kerapkali dilakukan oleh
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pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah untuk memberikan pemahaman kepada
para pemilik rumah kos (wajib pajak) tentang aturan pajak hotel
kategori rumah kos selain itu kejelasan aturan juga menjadi faktor
yang mendukung pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos karena
dapat menjadi landasan normatif pemerintah dalam melakukan
pengelolaan pajak hotel kategori rumah kos.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengambil saran sebagai
berikut :
1. Selain memberikan kepercayaan kepada pemilik rumah kos (wajib
pajak) dalm hal ini self assessment untuk menghitung sendiri besaran
pajak yang harus dibayar sebaikya pemerintah daerah khususnya
DPPKAD tidak serta merta menerima laporan yang diberikan oleh
pemilik rumah kos (wajib pajak) tetapi tetap dalm bingkai pengawasan
DPPKAD.
2. Data mengenai rumah kos seharusnya dilengkapi baik itu ditingkat
kelurahan/kecamatan dan Kantor perizinan terpadu (KPT) sehingga
rumah kos (objek pajak) yang belum terdaftar bisa di minimalisir serta
Pemilik umah kos (wajib pajak) harus lebih patuh dan sadar terhadap
pentingnya membayar pajak, mengingat bahwa pajak dapat memicu
pembangunan nasional.
106
DAFTAR PUSTAKA
Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis, 2004, Perpajakan Indonesia: Konsep,
Aplikasi dan Penuntun Praktis, Yogyakarta, Andi
Dewanto, Aris 2011, Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Terhadap
Rumah Kos Di Kota Jakarta Pusat, Jurnal Penelitian Universitas
Lampung
Emzir 2008, Metodologi Penenlitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif,
Rajawali Pers, Jakarta.
Gunadi M, Djoned, 2005. Administratsi Perpajakan, Jakarta, LEKPAP BPPK
Mardiasmo, 2011.Perpajakan Edisi Revisi 2011, Yogyakarta, Penerbit
AndiYogyakarta.
KUP 2013, Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Fokusmedia, Bandung.
Trunojoyo 2013.Potensi Dan Realisasi Pajak Daerah Atas Rumah Kos Di
Bangkalan.Madura.
Sugiyono 2014, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-
20, Alphabeta, CV, Bandung.
Resmi, Siti2014, Perpajakan Teori dan Kasus, Jakarta, Pustaka Hidayah
Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan
Perkotaan, Jakarta, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
107
Perundang – undangan :
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel
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Daftar Realisasi Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di
Kota Palopo Tahun 2013
Daftar Realisasi Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Palopo Tahun 2014
MERK NAMA
USAHA WP Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
RUMAH KOST -Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 400,000Rp 200,000Rp 866,000Rp 1,591,000Rp 1,701,000Rp 1,691,000Rp 2,061,000Rp 1,861,000Rp 1,987,000Rp 1,987,000Rp 2,029,000Rp 2,479,000Rp 2,508,400Rp 21,661,400Rp
1 Kost Manis Rita Jl. Binturu Lrg 1 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,400,000Rp
2 Kost Orange Rinto Jl. Merdeka 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,100,000Rp
3 Kost Mutiara Aciang Jl. Binturu 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 300,000Rp 300,000Rp 2,600,000Rp
4 Kost Budi Motor Mery Jl. Benteng 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 120,000Rp 1,520,000Rp
5 Kost Hj. Kartini Hj. Kartini Jl Dahlia I 70,000Rp 60,000Rp 70,000Rp 70,000Rp 60,000Rp 70,000Rp 70,000Rp 60,000Rp 50,000Rp 60,000Rp 150,000Rp 790,000Rp
6 Kost Green Willyam Jl. Merdeka 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,100,000Rp
7 Kost Wahyu  Hj. Hasma DupangJl. Anggrek Blok EE No.25 130,000Rp 130,000Rp 130,000Rp 120,000Rp 70,000Rp 70,000Rp 60,000Rp 70,000Rp 100,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 1,120,000Rp
8 Kost Hj. Alia Rajiman Hj. Alia Rajiman Jl. K.H.A. Rasak 66,000Rp 66,000Rp 66,000Rp 66,000Rp 66,000Rp 66,000Rp 22,000Rp 22,000Rp 44,000Rp 44,000Rp 83,400Rp 611,400Rp
9 Kost Idola Yusraini Jl. Mangga 100,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 250,000Rp 1,950,000Rp
10 Kost Wasiat H. Darwis Jl. Anggrek Non Blok 150,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 150,000Rp 100,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp -Rp 1,600,000Rp
11 Kost Nancy Darna Jl. Dahlia 100,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp -Rp 500,000Rp
12 Kost Anugrah Hj. Suarni Jl. A. Djemma 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 2,000,000Rp
13 Kost H. Yusuf H. Yusuf Jl. A. Razak 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 1,850,000Rp
14 Kost Griya Nurul Drg. Cenceng Jl. Anggrek 480,000Rp 320,000Rp 400,000Rp 400,000Rp 400,000Rp 720,000Rp 800,000Rp 3,520,000Rp
NO. ALAMAT MASA  PAJAK JUMLAH
 RUMAH KOST 680,000Rp 775,000Rp 750,000Rp 650,000Rp 590,000Rp 650,000Rp 500,000Rp 500,000Rp 500,000Rp 400,000Rp 200,000Rp 500,000Rp 6,695,000Rp
1  Kost Manis Rita  Jl. Binturu Lrg 1 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 40,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 840,000Rp
2  Kost Orange Rinto  Jl. Merdeka 100,000Rp 50,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 60,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,110,000Rp
3  Kost Mutiara I Aciang  Jl. Binturu 200,000Rp 200,000Rp 300,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 100,000Rp 200,000Rp 200,000Rp - 300,000Rp 2,300,000Rp
4  Kost Budi Motor Mery  Jl. Kamanre 60,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 760,000Rp
5  Kost Baku-Baku Ulfa  Jl. Anggrek Non Blok 40,000Rp 50,000Rp - - - - - - - 90,000Rp
6  Kost Sumarni Sumarni  Jl. Binturu 40,000Rp - - - - - - - - 40,000Rp
7  Kost Hj. Kartini Hj. Kartini  Jl Dahlia 1 100,000Rp - - - - - - - - 100,000Rp
8  Kost Green Willyam  Jl. Merdeka 40,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 40,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,080,000Rp
9  Kost Wahyu Hj. Hasma Dupang Jl. Anggrek Blok EE No.25 - 100,000Rp - - - - - - - 100,000Rp
10  Kost Mutiara II Udin  Jl. Jend. Sudirman - 75,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp - - - 275,000Rp
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Daftar Realisasi Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Palopo Tahun 2015
MERK NAMA
USAHA WP Nov-14 Dec-14 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 41,850,000Rp
RUMAH KOST 250,000Rp 2,430,650Rp 3,295,500Rp 4,322,500Rp 4,377,500Rp 4,267,500Rp 4,589,000Rp 4,537,000Rp 5,097,000Rp 4,984,000Rp 5,322,000Rp 5,307,000Rp 4,630,000Rp 53,409,650Rp
(%) 128%
1 Kost Manis Rita Jl. Binturu Lrg 1 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,200,000Rp
2 Kost Orange Rinto Jl. Merdeka 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,200,000Rp
3 Kost Mutiara Aciang Jl. Binturu 300,000Rp 300,000Rp 300,000Rp 300,000Rp 300,000Rp 300,000Rp 300,000Rp 300,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 3,000,000Rp
4 Kost Budi Motor Mery Jl. Benteng 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp TUTUP TUTUP TUTUP TUTUP 960,000Rp Tdk Aktif
5 Kost Hj. Kartini Hj. Kartini Jl Dahlia I 132,250Rp 132,500Rp 132,500Rp 132,500Rp 132,500Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 130,000Rp 1,512,250Rp
6 Kost Green Willyam Jl. Merdeka 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,200,000Rp
7 Kost Wahyu  Hj. Hasma Dupang Jl. Anggrek Blok EE No.25 150,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,290,000Rp
8 Kost Hj. Alia Rajiman  Hj. Alia Rajiman  Jl. K.H.A. Rasak 83,400Rp 83,000Rp 83,000Rp 83,000Rp 83,000Rp 67,000Rp 63,000Rp 63,000Rp 50,000Rp 63,000Rp 63,000Rp 36,000Rp 820,400Rp
9 Kost Idola Yusraini Jl. Mangga 150,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 2,350,000Rp
10 Kost Wasiat H. Darwis Jl. Anggrek Non Blok 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 150,000Rp 2,350,000Rp
11 Kost Nancy Darna Jl. Dahlia 50,000Rp 50,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 50,000Rp 800,000Rp
12 Kost Anugrah Hj. Suarni Jl. A. Djemma 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 2,400,000Rp
13 Kost H. Yusuf H. Yusuf Jl. A. Razak 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 185,000Rp 2,220,000Rp
14 Kost Griya Nurul Drg. Cenceng Jl. Anggrek 560,000Rp 560,000Rp 560,000Rp 560,000Rp 560,000Rp 720,000Rp 720,000Rp 800,000Rp 800,000Rp 720,000Rp 800,000Rp 800,000Rp 8,160,000Rp
15 Kost Wiri Dr. Wirianto Jl. Pongsimpin 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 120,000Rp 180,000Rp 180,000Rp 210,000Rp 180,000Rp 210,000Rp 210,000Rp 150,000Rp 1,890,000Rp
16 Kost Villa Sari Hj. Sarinah Jl. Libukang Permai 250,000Rp 275,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 175,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 2,450,000Rp
17 Kost Belimbing Syamsu Martin Jl. Belimbing 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,100,000Rp
18 Kost We Cudai Rita Wahyu Jl. We Cudai 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 1,320,000Rp
19 Kost Banawa Mandiri H. Rauf Jl. Banawa 175,000Rp 150,000Rp 160,000Rp 170,000Rp 170,000Rp 160,000Rp 160,000Rp 160,000Rp 170,000Rp 175,000Rp 175,000Rp 1,825,000Rp
20 Kost Cendrawasih Soari Jl. Dr. Ratulangi 25,000Rp 80,000Rp 125,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 930,000Rp
21 Kost Berkah Hj. Harisa Jl. Cempaka Balandai 192,000Rp 192,000Rp 192,000Rp 192,000Rp 144,000Rp 144,000Rp 144,000Rp 144,000Rp 144,000Rp 144,000Rp 1,632,000Rp
22 Kost Annisa H. Ridwan Jl. Cempaka Balandai 160,000Rp 160,000Rp 160,000Rp 120,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,200,000Rp
23 Kost Boarding House Rini Jl. S. Rongkong 500,000Rp 300,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 2,800,000Rp
24 Kost Bandung Alimus, S.Pd Jl. Tupai 150,000Rp 150,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 150,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,150,000Rp
25 Kost Evan Suhura Jl. Libukang Permai 135,000Rp 60,000Rp 60,000Rp NIHIL 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 655,000Rp
26 Kost Benteng Indah Lydia Wu Binturu 100,000Rp 100,000Rp 75,000Rp 50,000Rp 25,000Rp TUTUP TUTUP TUTUP TUTUP 350,000Rp Tdk Aktif
27 Kost Biru Rahmat Binturu 90,000Rp 60,000Rp NIHIL NIHIL NIHIL 90,000Rp 90,000Rp 90,000Rp 420,000Rp
28 Kost Dahlia 4 Hernawati Jl. Dahlia IV Anggrek 150,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 150,000Rp 1,100,000Rp
29 Kost Resky Awal, SH Jl. Benteng 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 700,000Rp
30 Kost Adi Jaya Asmadi Jl. S. Rongkong 300,000Rp 300,000Rp 250,000Rp 300,000Rp 300,000Rp 300,000Rp 1,750,000Rp
31 Kost Nurul An Ir. Hj. Ihmaniar Jl. Dahlia III Anggrek 350,000Rp 350,000Rp 400,000Rp 300,000Rp 1,400,000Rp
32 Kost Wijaya H. Jainuddin Jl. S. Rongkong 125,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 425,000Rp
33 Kost Ungu Hj. Hamida Jl. Benteng 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 450,000Rp
34 Kost Ratu Hj. Kartini Ansir Jl. Banawa 200,000Rp 200,000Rp 400,000Rp
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15 Kost Wiri Dr. Wirianto Jl. Pongsimpin 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 120,000Rp 180,000Rp 180,000Rp 210,000Rp 180,000Rp 210,000Rp 210,000Rp 150,000Rp 1,890,000Rp
16 Kost Villa Sari Hj. Sarinah Jl. Libukang Permai 250,000Rp 275,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 175,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 2,450,000Rp
17 Kost Belimbing Syamsu Martin Jl. Belimbing 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,100,000Rp
18 Kost We Cudai Rita Wahyu Jl. We Cudai 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 120,000Rp 1,320,000Rp
19 Kost Banawa Mandiri H. Rauf Jl. Banawa 175,000Rp 150,000Rp 160,000Rp 170,000Rp 170,000Rp 160,000Rp 160,000Rp 160,000Rp 170,000Rp 175,000Rp 175,000Rp 1,825,000Rp
20 Kost Cendrawasih Soari Jl. Dr. Ratulangi 25,000Rp 80,000Rp 125,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 930,000Rp
21 Kost Berkah Hj. Harisa Jl. Cempaka Balandai 192,000Rp 192,000Rp 192,000Rp 192,000Rp 144,000Rp 144,000Rp 144,000Rp 144,000Rp 144,000Rp 144,000Rp 1,632,000Rp
22 Kost Annisa H. Ridwan Jl. Cempaka Balandai 160,000Rp 160,000Rp 160,000Rp 120,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,200,000Rp
23 Kost Boarding House Rini Jl. S. Rongkong 500,000Rp 300,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 250,000Rp 2,800,000Rp
24 Kost Bandung Alimus, S.Pd Jl. Tupai 150,000Rp 150,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 150,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 1,150,000Rp
25 Kost Evan Suhura Jl. Libukang Permai 135,000Rp 60,000Rp 60,000Rp NIHIL 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 655,000Rp
26 Kost Benteng Indah Lydia Wu Binturu 100,000Rp 100,000Rp 75,000Rp 50,000Rp 25,000Rp TUTUP TUTUP TUTUP TUTUP 350,000Rp Tdk Aktif
27 Kost Biru Rahmat Binturu 90,000Rp 60,000Rp NIHIL NIHIL NIHIL 90,000Rp 90,000Rp 90,000Rp 420,000Rp
28 Kost Dahlia 4 Hernawati Jl. Dahlia IV Anggrek 150,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 200,000Rp 150,000Rp 1,100,000Rp
29 Kost Resky Awal, SH Jl. Benteng 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 700,000Rp
30 Kost Adi Jaya Asmadi Jl. S. Rongkong 300,000Rp 300,000Rp 250,000Rp 300,000Rp 300,000Rp 300,000Rp 1,750,000Rp
31 Kost Nurul An Ir. Hj. Ihmaniar Jl. Dahlia III Anggrek 350,000Rp 350,000Rp 400,000Rp 300,000Rp 1,400,000Rp
32 Kost Wijaya H. Jainuddin Jl. S. Rongkong 125,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 100,000Rp 425,000Rp
33 Kost Ungu Hj. Hamida Jl. Benteng 150,000Rp 150,000Rp 150,000Rp 450,000Rp
34 Kost Ratu Hj. Kartini Ansir Jl. Banawa 200,000Rp 200,000Rp 400,000Rp


































































